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Assalamualaikum. wr. wb.

atu hal yang penting disorot masyarakat -

untuk mempercayai hakim adalah

perilakunya, baik di dalam kedinasan
maupun diluar kedinasan, manakala perilaku
menijadi tolak ukur untuk merebut kembali
hatirakyat dan menguatkan kepercayaan
terhadap institusi pengadilan, maka disitulah
pentingnya penegakan serta pencegahan dari
menyimpangnya penerapan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Komisi Yudisial sebagai pemegang mandat
baik penegak maupun pencegah KEPPH
berupaya semaksimal mungkin menyusun
program-program yang seiramadengan
pembenahan yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung baik darisisiadministrasi, hingga
pelayanan terhadap publik, untuk menjamin
keberhasilanitu bahkan upaya yang dilakukan
oleh Komisi Yudisial tak jarang menyasar di
luar Pengadilan yakni, masyarakat umum
disegala lapisannya.

Sebut sajasalah satu program edukasi kepada
publik Komisi Yudisial yang mulai menyasar
pada generasimilenial (Sobat MudaKY),
sedini mungkin mereka mulai diperkenalkan
terhadap isu dunia peradilan yang berpatokan
pada platform peradilan yang bersih sehingga,
dengan demikian harapannyamereka
mendapatkan gambaran yang baik terhadap
dunia peradilan yang tidak melulu negatif,
dandarititik inilah era perubahan paradigma
terhadap dunia peradilan menjadi penting
untuk dikuatkan.

DARI REDAKSI

Kembali pada pentingnya perilaku yang

sesuaidengan KEPPH, baik Mahkamah

Agung maupun Komisi Yudisial punya andil
untuk menegakkan maupun mencegah
terjadinya penyimpangan-penyimpangan,
untuk itu sinergitas antar kedua lembagaicon
daripucuk kekuasaan kehakiman iniperlu
untuk berkolaborasi dari segala sisi.

Sebut saja sisi untuk menguatkan KEPPH

. bagihakim, mustahil akan berhasil jika

salah satunya enggan untuk turut andil

dalam mensukseskan pelatihan KEPPH

yang merupakan salah satu upaya untuk
meningkatan kapasitas bagi hakim yang
harapannya adalah, KEPPH menijadi nilai-nilai
. yanghidup dan merupakan bagian dari diri
hakim.

Sinergitas penegakan KEPPHmemunculkan
kolaborasi yang manis antar kedua lembaga
ini, karenatidak adajalanlain, diera
keterbukaan terhadap publik, masyarakat
semakin menuntut adanya transparansi,

. profesionalitas dan akuntabilitas, maka baik
buruknya suatulembaga akan tercermin
dalam kinerjanya, dan kinerja yang dimaksud
tidak terlepas dari perilaku aparatnya,

* untukitumari berbenah dan bersama untuk
mengingat kembali tujuan dari visidan misi
lembaga yang seyogyanya keberadaannya

. diciptakan untuk kepentingan publik.

. Wassalam, Selamat membaca.

Tim Redaksi

www.komisiyudisial.go.id
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PN Karawang

Tingkatkan Pelayanan Publik
Berbasis T

Terbukti Terima Suap, MKH
Berhentikan Hakim JWL

35 | GAUNG DAERAH

KY Gandeng GenerasiMuda
Visualkan Peradilan Bersih

Bentengi Hati Nurani Hakim dengan Pelatihan KEPPH

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga pengawas
eksternal daninternal hakim terus bersinergi dalam rangka peningkatan
kapasitas hakim melalui pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH) dan pelatihan tematik.

13 | PERSPEKTIF 28 | LEBIH DEKAT

Imron Hakim Harus Imparsial

Pemantuan Perilaku Hakim Setelah semua peluang dicoba, pria

Oleh Komisi Yudisial,Melampaui kelahiran Surabaya, 9 Januari1969

Positivis ini diterima menjadi calon hakim di
PN Kraksaan pada1996.

Sinergisitas KY dan MA dalam
Pelatihan Hakim

UUD 1945 Sebagai

IS
Revolutiegrondwet —

Tafsir Postkolonial atas

Gagasan-Gagasan Revolusioner 48 l SELINTAS

dalam Wacana Konstitusilndonesia KY Raih WTP Dua Belas Kali

Berturut-turut

ﬂ 56 | KESEHATAN
61 | RELUNG

Pemantauan dan Pengawasan Hakim di Pemilu 2019, Demi Lindungi Hak
WargaNegara

Teruslah Mendaki Nak

KY bersama mitra berkomitmen mencegah pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam persidangan termasuk perkara
Pemilu 2019 dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut serta
memantau persidangan termasuk persidangan Pemilu 2019

HIPEREMESIS GRAVIDARUM
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Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung

L

(MA) selaku lembaga pengawas eksternal _* >

- L "la. st

dan internal hakim terus bersmergl dalam *"

rangka peningkatan kapasitas hakim melalui

pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perllaku
Hakim (KEPPH) dan pelatihan tematik "

omisi Yudisial (KY)
dan Mahkamah
Agung (MA) selaku

lembaga pengawas
eksternaldaninternal
hakim terus bersinergi
dalam rangka peningkatan
kapasitas hakim melalui
pelatihan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH) dan pelatihan
tematik. Kedua pelatihan
tersebut dimaksudkan
untuk meningkatkan
kemampuan para wakil
Tuhanyang bertugas
dilembaga peradilan
sekaligus membentengi
hatinuraniterhadap
godaan-godaandari

luar yang dapat merusak
nilai-nilaikemandirian
hakim dalam memutus.

Selamaini, Komisi Yudisial
(KY) secara berkala telah
mengagendakan pelatihan
terhadap para hakimdi
bawahnaungan MA. Ada

OKTOBER
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o

duajenis pelatihan KEPPH
yangdilakukanKY, yaitu
Pelatihan KEPPH bagi
hakim dengan masakerja
0-8tahundanmasakerja
8-15tahun. Programini
merupakanimplementasi
Keputusan BersamaKetua
mahkamah AgungRIdan
Ketua Komisi YudisialRI
Nomor 047/KMA/SKB/
[V/2009 dan 02/SKB/P.
KY/IV/2009 tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim.

Dalam penyelenggaraan
pelatihan KEPPH, KY
tidak sendirinamun
melibatkan pihak ketiga
yakni, Tim Psikolog dari
Universitas Indonesia
dalam penyusunan

Joko Sasmito saat
memberikan pengarahan
dalam pelatihan KEPPH.

kurikulum dantata
carapembelajarannya,
sedangkan sistematika
penyelenggaraan tetap
digarap oleh Bidang
Peningkatan Kapasitas
Hakim.

Sejak 2012-Agustus
2018,KY telah
menyelenggarakan
sedikitnya 16 kali pelatihan
bagihakim dengan masa
kerja O-8tahun,dan12
kali pelatihan KEPPH
bagihakim dengan masa
kerja8-15 tahun. Jumlah
keseluruhan hakimyang
mengikutipelatihan
KEPPHada1.053 orang
hakim.Denganrincian,
yaitu 602 orang hakim
mengikutipelatihan

www.komisiyudisial.go.id



dengan masakerja0-8
tahundan451orang
hakim mengikuti pelatihan
dengan masakerja 8-15
tahun.

Selain pelatihan KEPPH,
KY juga menggelar
pelatihan tematik

untuk meningkatkan
kemampuan hakim dalam
penguasaan hukum,
termasuk didalamnya
penerapan dan penemuan
hukum. Pelatihan

tematik diselenggarakan
berdasarkan tema-tema
tertentu dengan peserta
hakim yang memiliki
minat sesuaidengantema
tersebut.

Sejak 2012-Agustus 2018,
KY telah mengadakan 13
kali pelatihan tematik dan
3kalipelatihan tematik
jarak jauh denganjumlah
pesertasebanyak 602
hakim. Adapunrinciannya,

® www.komisiyudisial.go.id

yaitu 460 orang hakim
yang ikut pelatihan tematik
dan142 orang yangikut
pelatihan tematik jarak
jauh.

Ketua Bidang Pencegahan
dan Peningkatan Kapasitas
HakimKY Joko Sasmito
mengatakan, program
Peningkatan Kapasitas
Hakim (PKH) yang sudah
terselenggarasejak 2012
tersebut merupakan
program prioritas KY.
Program inidimaksudkan
untuk meningkatkan
kapasitas hakim melalui
pelatihan-pelatihan guna
membangun karakter
hakimyangberetika serta
meminimalisir terjadinya
pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.

Namun, lika-liku
penyelenggaraan
pelatihan KEPPH dan
pelatihan tematik bukan

persoalan mudahditengah
pasang surut hubungan
antaraKY selakulembaga
pengawas eksternal
hakimdengan MA yang
menaungilembaga
peradilan. Bahkan, dalam
beberapa kesempatan MA
melarang hakim mengikuti
pelatihan, baik pelatihan
KEPPH maupun pelatihan
tematik.

Joko Sasmito
menceritakan, dirinya
pertama kali menjabat
Ketua Bidang Pencegahan
dan Peningkatan
Kapasitas Hakim, sudah
adapelarangandariMA,
khususnya untuk pelatihan
tematik. Alasannya,
pelatihan tematik
dianggap sudah memasuki
wilayah tekhnis yudisial.
Mengingat, materi-materi
yang disampaikan

dalam pelatihan tematik
menyinggungranah

OKTOBER
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misalnya, hukum
lingkungan, hukum
syariah, mediasi, atau
masalah Tipikor

“Sehingga, waktuitu ada
suratdariMA,KY hanya
bergerak pada pelatihan
KEPPH. Kalau menurut
grand desain peningkatan
kapasitas hakimmemang
ada 3 bentuk pelatihan.
Pertama pelatihan tematik,
pelatihan KEPPH, dan
pelatihan khusus. Yang
satu sudah dilarangoleh
MA," terang Joko kepada
penulis.

Joko kemudian mencoba
untuk menghidupkan
kembali pelatihan tematik
yang sebelumnya dilarang
MA. Menurutnya, pelatihan
tematik harus tetap ada
karena program tersebut
sudah masuk dilembaga
atau kementerian yang
membidangianggaran.

Joko pun mengambil
beberapalangkah, salah
satunyamelakukan
pendekatan pribadikepada
Ketua Kamar Pembinaan
MA Prof. Takdir Rahmadi.
Saatitu, Prof. Takdir

tidak langsung merespon
karenamasih ada
beberapa pertimbangan.
Salah satunyaharus tetap
dibawa ke forum pimpinan.

Setelah melakukan
pendekatan cukup
intensif, akhirnya Prof.
Takdir membawa usulan
Joko Sasmito dalam

Konisi YupisiAL H
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rapat pimpinan di MA
supaya menghidupkan
kembali pelatihan tematik.
Pimpinan MA pun
merespon dan pelatihan
tematik bisa dibuka
kembali. Pada 2018,KY
sudah bisa melakukan
pelatihan tematik kembali.
Namun, untuk pilihan tema
pelatihan tematik harus
sesuaidengan permintaan
atau prioritas dari MA.

Pada pelatihan tematik
kemarin, berhubung
sudah memasukimasa
pilkada dan pemilu pada
April 2019, temayang
ditawarkan MA terkait
tindak pidana pemilu dan
pilkada. “Alhamdulillah,
kemarin sudah berjalan
dengan baik, duakali
pelatihandaninimasih
dimintalagi 2019, minimal
bisa 2 lagipelatihan,”
terangnya.

Perjuangan Joko di
awal-awal menjabat di
PKH tidak hanyadisitu,

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA
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selainmemperjuangkan
agar pelatihan tematik
bisakembalijalan, dia
juga banyak mendapat
laporan terkait kendala
pemanggilandan
kehadiran parahakim
selaku peserta pelatihan
KEPPH dan pelatihan
tematik. Dimana, hakim
yangdiundang untuk
mengikuti pelatihan masih
enggan untuk hadir.

LAH KOMISI YUDISIAL/EKA

a MAJA

“Inijugakendala. Saya
sebagaiketua bidang
harus putar otak gimana
caranyaagar pelatihan bisa
berjalanlancar dan peserta
hadir semua. Saya secara
pribadibersilaturahmi

ke Dirjen Badilum,

Dirjen Badilag, dan

Dirjen Badimiltun untuk
menyampaikan kendala
atau kesulitan untuk
pemanggilan peserta.

Suasana pelatihan KEPPH,
pesertamenampilkan

gambar perisaidiri.

Setelah pendekatandan
menjalin komunikasi
semua lancar dantidak ada
adakendala sampai saat
ini,”ungkapnya.

Sementara, untuk
pelatihan KEPPH, dirinya
juga menyelami terkait
pelatihan yang sudah
berlangsung sejak

2012 silam tersebut.
Saatdirinya masuk

www.komisiyudisial.go.id



"Kekuasaan yang dimiliki hakim begitu besar

sehingga membuat kurangnya rasa waspada.

Serapiapapun kejahatan yang dilakukan, sulit

menghindar dari pertanggungjawaban”

5
P

Joko Sasmito

Kapasitas Hakim.

www.komisiyudisial.go.id

membidangi peningkatan
kapasitas hakim, Joko
berusahamencaritahu
materi-materiyang
selamainidiberikan
dalam pelatihan KEPPH.
Bahkan, untuk mengetahui
materiyangdiberikan,
dirinya harus mengikuti
penuh pelatihandalam
seminggu, terkadang
tiga hari, termasuk
pelatihan-pelatihandi
tempat lain.

“Nah darisitulah saya
tahu persis, saya paham,
apasihyangsebenarnya
harus diberikandalam
pelatihan KEPPH dan
apayang perludilakukan
perubahan-perubahan.
Sehingga sambil berjalan,
itukan pelatihan KEPPH,
kita bekerja samadengan
Universitas Indonesia,
khususnyadengan
fakultas psikologi,” kata
Joko.

Adaduajenis pelatihan
KEPPH yangdilakukan
KY, yaitu Pelatihan KEPPH
bagihakim dengan masa

kerja 0-8 tahundan

masa kerja 8-15 tahun.
Pelatihan bagihakimyang
masa kerja 0-8 tahun,
waktu pelatihan selama’l
minggu. Kemudian untuk
peningkatan berikutnya,
hakim dengan masakerja
8-15tahun, waktunya
tidak sampaiIminggu.
Selain untuk hakim tingkat
pertama, pelatihan KEPPH
juga diperuntukan untuk
hakim pengadilan tinggi,
hasil kerjasamaantara
Jimly School, lembaga
donor dari Jerman, dan
koordinasidenganKY.

Menariknya, pelatihan
KEPPH selalu dilakukan
perubahan atau
inovasi-inovasibaru. Jadi
pelatihan tidak monoton
sebatas ceramah dari
narasumber-narasumber
kualifikasi terbaik yang
dihadirkan, tapiada model
pelatihan lapangan.
Misalnya ada apiunggun,
adapermainan, ada
simulasi, ada atraksi, dan
banyak hal-hal menarik
lainnya.

DESEMBER 2018
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“Pada pelatihan sekarang,
hampir semua peserta
setelah selesai pelatihan
memberikan apresiasi
yang positif kalau
pelatihaninibaru, bagus,
dan berbedadengan
sebelum-sebelumnya.
Karenadalam pelatihan
ini, para hakim disentuh
hatinuraninya. Jadi
bukan diberikan
pembelajaran satu arah,
tapiinibenar-benar
aktif. Jadipesertayang
digalikeaktifannya.
Adakuis-kuisnya,
permainannya, tapiitu
semuamengandung
KEPPH,” terang Joko.

Jokojuga
mengungkapkan, untuk
materipelatihan, pihaknya
selalu mendiskusikannya.
Sebelumdirinya masuk
KY, pelatihan KEPPH
dipegang 100 persenoleh
konsultan Ul. Namun,
setelah dirinya masuk, KY
selakulembaganegara
yang menangani bidang
etik harus memiliki peran.
Dia pun berkoordinasi

EDISI
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dengan Konsultan Ul agar -
memberikan porsikepada -
KY selama pelaksanaan
pelatihan KEEPH.

“Artinya, tahap demi
tahap ada transfer
knowledge, sehingga ke
depan tidak 100 persen
ditanganikonsultan
Ulatau orangluar,
sementaradariKY sama
sekalibelum mampu.
Jadi, selain transfer ilmu
perlahan-lahan, tahap
setahap, mulaiadadari

Jokojugamengungkapkan,
lembaganya sudah
membentuk pelatihan
aplikatif KEPPH berbasis
dengan kejadian-kejadian
yang selamaini terjadi
pelanggaran etik yang
dilakukan oleh hakim.
Fakta-faktayangnyata
inilah yang kitarumuskan
dalambentuk-bentuk
pelatihan. Menurutnya,
respon daripara hakim
positif. Artinya, pelatihan
iniriildan nyata, kejadian
yang sering dilakukan oleh

yang menghalangi, atau
adaalarmyang berbunyi.
Bergetar, sehingga tidak
melakukan pelanggaran
itu. “Secara psikologis
ditanamkan kejiwaan,
dibentengi hatinuraninya,”
ungkapnya.

Joko berharap, parahakim
seusai mengikutipelatihan
inidapat menjadiagen
perubahan dilingkungan
mereka bertugas. Ilmu
yangdidapatdalam
pelatihan, lanjutnya, dapat

Joko juga mengungkapkan, lembaganya
sudah membentuk pelatihan aplikatif KEPPH

berbasis dengan kejadian-kejadian yang

selama initerjadi pelanggaran etik yang
dilakukan oleh hakim

kita yangdilibatkan untuk :
sama-samamelakukan
pelatihan,” ungkapnya.

Saatini,KY tengah
merintis kerjasama
denganLembaga
AdministrasiNegara
(LAN) untuk mengkader
pegawai-pegawai

KY menjadi Training

of Trainers (TOT).
Mudah-mudahan,

dalam waktu dekat ada
tenaga-tenagadariKY
yang sudah memiliki .
kemampuan dalam bidang
trainer atau memberikan -
pelatihan. :

Wit EDISI
n Konisi YUDISIAL | oxToser
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hakim yang melanggar
kode etik. “Inimurnibaru
yang kita bentuk. Inikerja
samaantaraKY dan MA/
jelasnya.

Dari sisimateri,
berdasarkan hasil evaluasi
dengan sejumlah peserta,
materipelatihan tidak
hanya menyangkut 10 butir
KEPPH.Namun, semacam
internalisasi pemaham
secara psikologi. Ada
semacam teritori etika,
artinyajika pada suatu
saat para hakim akan
melakukan pelanggaran,
maka akan ada benteng

diimplementasikandi
kehidupan sehari-hari.
Makanya, terang dia, jika
adarekan hakim atau
siapapundilingkungan
peradilan yang mulai
terlihat melakukan
penyimpangan agar
segeradiperingatkan.
“Hal sepertiinitidak boleh
dibiarkan karena dapat
mencoreng nama baik
hakim dan nama baik
instansi,” ungkapnya.

Diamencontohkan
beberapakasus
penyimpangan hakim saat
bertugas. Misalnya, hakim

yang tengah menangani
kasus diajak makan

siang atau makan malam
bersama oleh pihak-pihak
yang berperkara.

Jika hakim tersebut
menerima ajakan makan
siangatau malambersama
tersebut, maka hal tersebut
sudah masuk kategori
pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.
“Apapunalasannya, itu
sangatdilarang,” tegasnya.

Contoh lain, jika ada hakim
yang menangani satu
perkaradandiiming-imingi
sejumlah uangdengan
harapan hakim tersebut
terpengaruh dan
meringankan putusan,
maka hakim tersebut harus
mengabaikan percobaan
suap tersebut. Jika

hakim tersebut ternyata
menerima suap itu, maka
sudah masuk kategori
pelanggaran berat.

Dalam setiap pelatihan,
Jokojugaselalu
menegaskan kepada para
hakim agar berhati-hati
dalam mengeluarkan
peryataan baik kepada
media elektronik, media
cetak, atau media sosial.
Apalagi, jika pendapat
yang disampaikan
menyangkut pendapat
pribadiataupun pendapat
yang mengomentari
putusan-putusan hakim
lain. “ltu sangat rentan dan
sebisa mungkin hindari,”
terangnya.

www.komisiyudisial.go.id



> Antusiasme peserta mengikuti
kegiatan pelatihan pemaknaan
KEPPH untuk hakim 8-15 Tahun.

Senadajugadiungkapkan
KetuaKY Jaja Ahmad
Jayus. Menurut Jaja,
pelatihan KEPPH dan
pelatihan tematik yang
diselenggarakanoleh KY
sejak 2012 hingga saat

ini merupakan bentuk
sinergisitas antaraKY dan
MA.

Dukungandan apresiasi
MA terhadap pelatihan
yangdilakukan KY
menunjukkan, lembaga
pimpinan Hatta Ali
tersebut menyadari
keterbatasan institusinya
darisegianggarandan
tidak memungkinkan
melakukan banyak
pelatihan.

Apalagi,jumlah hakim
dibawah naungan MA
berjumlahribuandanitu
membutuhkan anggaran

® www.komisiyudisial.go.id

"Kebetulan di KY ada program

unggulan berupa pelatihan

peningkatan kapasitas hakim,

MA bisa bersinergi dengan KY"

yang lumayan besar
untuk memberikan
pelatihan kepada hakim
yang tersebar diseluruh
lembaga peradilandi
Indonesia. “Kebetulan
diKY adaprogram
unggulan berupa pelatihan
peningkatan kapasitas
hakim, MA bisa bersinergi
denganKY,” kata KetuaKY
JajaAhmad Jayus.

KY baru sajamenggelar
pelatihan tematik bekerja
samadengan MA terkait
tindak pidana Pilkada
danPemilu. Temaini

diusulkan oleh MA karena
sudah mendekati masa
pemilu pada April 2019.
Diharapkandengan
pelatihan tematik tersebut,
hakim semakin memahami
substantif perkara Pemilu.

“Untuk semester|,

KY sudah melakukan
pelatihan pelatian tematik
diMedan dan Surabaya,
masing-masing diikuti 42
orang hakim. KY memang
mengutamakan daerah
yang memang rawan
terkait sengketa Pemilunya
tinggi. Diharapkan untuk

DESEMBER 2018
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selanjutnya semua hakim
didaerah menguasai
substanstif Pemilu, sesuai
tugas KY yang mendorong
peningkatan kapasitas
hakim,” ujar mantan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasundanini.

Selamaini,antara

KY dan MA sudah

ada kesepahaman
terkaitdengan
pelatihan-pelatihan yang
dilakukan oleh KY.Bahkan,
MA sangat mendukung
program-program KY
menyangkut pelatihan
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.

"MA sudah menyambut
baik maka kitasama-sama
untuk majukan dunia
peradilan. Prioritas
meningkatkan kapasitas
hakim sudah rutin. Dalam
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setiap pelatihan tematik
selalu menyisipkan aspek
kode etik,” terangnya.

Sebagailembagayang
memiliki tugas untuk
melakukan peningkatan
kapasitas hakim,

sudah seharusnyaKY
menyelenggarakan
pelatihan sepertiini
danseharusnya MA
mendukung yang
dilakukan KY, untuk
itukolaborasidan
kerjasama yang baik
sangat diharapkanke
depannya agar tujuan dari
meningkatkan kapasitas
Wakil Tuhan menjadi
prioritas bersama demi
mewujudkan peradilan
yang bersih.

Dalam beberapa tahun
terakhir, model pelatihan
baik KEPPH dan pelatihan
tematik sudah mengalami
perubahan signifikan,
baik darisisimateri
maupun metodologi
penyampaian. Adadua
model yang diterapkan,
yaknimateridengan
metodologi peningkatan
integritas dan materi
psikologis. Harapannya,
materi-materiyang
disampaikan bisa diterima
dengan baik karena bisa
langsung menyentuh hati
nuraninya. Selainitujuga
supaya tidak monoton
dalam menyampaikan
materi.

“ltu menyangkut materi
kemarin, menyangkut

Itu kegiatan
sinergisitas KY dan MA,
karena dualembaga tapi
memiliki objek yang sama.
Kita sifatnya hanya mensuport
sumber daya manusianya saja
karena data-data hakim ada
di MA
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integritas. Materinya
sama, tapi pendekatannya
berbeda. Dulumonolog
dan sekarang lebih ke
psikologis hakim. Sekarang
hatinya digugah dengan
sesuatuyangsangat
dalam,” terang Jaja.

Sinergisitas MA-KY
dalamPeningkatan
Kapasitas Hakim
Harus Dijaga

Kepala Biro Hukumdan
Hubungan Masyarakat
Mahkamah Agung (MA)
Abdullah mengatakan,
pelatihan-pelatihan

yang dilakukan KY dalam
bentuk pelatihan Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim dan pelatihan
tematik merupakan bentuk
sinergisitas dua lembaga
yang harus didukung.

Pelatihan ini sangat positif
danmemiliki tujuan sama,
yakniuntuk mendidik
hakim supaya berpegang
teguh pada kode etik dan
berintegritas tinggi.

“Itu kegiatan sinergisitas
KY danMA, karenadua
lembaga tapi memiliki
objek yang sama. Kita
sifatnya hanya mensuport
sumber daya manusianya
sajakarenadata-data
hakim ada diMA.KY
mengajukan permohonan
mau melakukan training
dimana, butuhnya berapa
hakim, itu minta kepada
MA. Selanjutnya, MA akan
Ririm nama-namayang

dibutuhkan,” kata Abdullah
saat dihubungi penulis.

Abdullah pun mengakui
jika pelatihan-pelatihan
yangdilaksanakan KY
sejak 2012 ini sangat
direkomendasikan kepada
para hakim baik didaerah
maupun dipusat. Sebeb,
dalam pelatihan tersebut
banyak mengupas soal
pembinaan mental
spiritual atau etika
profesidan pedoman
prilaku hakim yang
bertugas dilembaga
peradilandidaerahnya
masing-masing.

“Dalam pembinaanitu,
yangdilakukanitu kode
etik yang menyangkut
norma-normayangboleh
dan tidak boleh dilakukan
hakim sebagai pejabat
negara atau pejabat publik.
Pedoman perilakunya
bagaimana kita bersikap
dan berperilaku didalam
masyarakat, di kantor, di
luar kantor, kedinasan,
ataudiluar kedinasan.
Intinya bersama-sama
mendidik supaya hakim
iniberpegang teguh pada
kode etik dan berintegritas
tinggi,"jelasnya.

MA, kata Abdullah, juga
selaluberkoordinasi
terkait materidan model
pelatihan yang dilakukan
KY.Langkahinidilakukan
agar materi-materiyang
diberikan dalam pelatihan
baik, pelatihan KEPPH dan
Pelatihan tematik sejalan
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denganharapanlembaga
peradilan tertinggi di
Indonesia tersebut.

“Pendekatannya selalu
diperbaikisecara
konstektual. Kemungkinan
dalam pertemuanlalu
metodenya begini,

ke depan bisa saja
diperbaiki. Selalu dinamis
berdasarkan hasil evaluasi
darimasukan peserta

dan pihak-pihak terkait,”
ungkapnya.

Dirjen BadilagMA

H Purwosusilojuga
mengapresiasi kegiatan
pemantapan KEPPH

dan pelatihan tematik
yangdilakukanKY, yang
secaraberkalatelah
mengagendakan pelatihan
terhadap para hakim di
bawah naungan MA.

Pelatihan yang melibatkan
hakim-hakim pengadilan
seluruhIndonesiaini
menunjukan bahwa
antaraKY dan MA telah
memiliki sinergidan
kesepahaman akan
kerjasama yangdilakukan.
Dia berharap, hubungan
yang baik tersebut bisa
terus dipertahankandan
berlanjut diwaktu yang
akandatang.

“Kamisangat senang
dengan pelatihan Kode
Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim ini. Kami sadar,
karena Ditjen Badilag
memiliki kemampuan
terbatas dalam melakukan
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pembinaan tenaga teknis.
Paling banyak kita hanya
bisamelakukan 10 kali
bimtek dan sekali bimtek
hanya bisa diikuti 30
peserta,” ujar Purwosusilo.

Dalam satu tahun Ditjen
Badilag hanyamampu
memberikan bimtek
untuk 300 orang hakim.
Sementara jumlah hakim
diPengadilan Agama ada
sekitar 3000 orang.

“Pelatihan yang diadakan
olehKY tentu sangat
membantu untuk
meningkatan kapasitas
parahakim,” ungkapnya.

Purwosusilo berharap
penentuan peserta
terbaik tidak hanya
berdasarkan apayang
diamatidikelas. “Yang
paling pentingadalah
bagaimana para peserta
dapat mengamalkan kode
etikitu dalam kehidupan
sehari-hariditempat kerja
merekamasing-masing,”
tegasnya.

Pelatihan KEPPH
Lebih Menitikberatkan
Pembangunan Mental
Hakim

Ketua Bidang Studi
Psikologi Sosial Fakultas
Psikologi Universitas
Indonesia (Ul) Bagus
Takwin menyebutkan,
pelatihan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH) yang dilakukan
oleh KY inimenggunakan

metode ‘Experimential
Learning. Metode ini
terbilang baru dan unik
karenaberbeda dengan
metode pelatihan Kode

tik dan Pedoman Perilaku
Hakim pada umumnya,
yang masih menggunakan
model ceramah atau
monoton.

Menurut Bagus, metode
Experimential Learning, ini
sudahdiperkenalkan pada
pelatihan KEPPH diKY
sejak 3 tahun lalu. Motede
ini, lebih menekankan
pada pemberian
pengalaman-pengalaman
kepada peserta. Dari
pengalaman-pengalaman
itulah akan terefleksikan
tentang penguatan dan
pemantapan kode etik para
peserta.

“Kalau pengetahuan

soal kode etik mereka
sudah tahu, yang sulit
adalah menjalankan,
bagaimana mereka tetap
menjalankandengan
konsisten, integritasnya
terjaga. Kitaberusaha
untuk menguatkan
mereka menjaga diri ketika
menghadapiberbagai
situasi yang mungkin
menggoda mereka untuk
bertindak yang tidak
sesuaidengan Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim,” kata Bagus Takwin
saatdihubungipenulis.

Dalam praktiknya, metode
Experimential Learning
dipadu dengan berbagai
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game, dimana para peserta
membuat semacam syair
yang bisa menceritakan
apayang semestinya bisa
dilakukan menyangkut
hal yang paling penting
buat mereka. Termasuk
membuat kredo dan
pertunjukan, selanjutnya
bisaditampilkan dalam
bentuk-bentuk seperti
pertunjukan.

Pesertajugadiminta
memberikan gambaran
semacam masadepan
peradilan yang baik
sepertiapa, mereka bikin
denganberupallilin-lilin,
dengan patung-patung,
bikin pencerahan dengan
cerita-cerita. “Kita coba
masuk ke ranah mereka
dengan afektif danranah
promotor. Kita juga pakai
metode yang bentuknya
coaching, kalau dalam
kondisitegang, mereka
bisarelaksasi, mengatasi
stres, mengatur waktunya,
materi-materiitujugakita
gunakan,” paparnya.

Bagus menambahkan,
pesertajugadiajak untuk
mengenal lingkungan,
misalnyajalan pagi-pagi,
baik lingkungan fisik
maupun lingkungan
sosial. Mereka diajak untuk
berefleksitentang sesuatu.
Adajuga pembuatan film
darikasus-kasusyang
biasa peserta hadapi
dalam duniakerja. Film
kemudian ditayangkan
dandidiskusikanbersama
antar peserta. Artinya,
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bisa nonton film, diskusi,
belajar, dan terhibur
dengan filmyang
dibuatnya sendiri.

Dalam pelatihanjuga
menggunakan pendekatan
‘Appreciative Inquiry’, di
mana para peserta diajak
untuk menghargaidan
diajak untuk fokus pada
hal-hal baik yang mereka
punya danbagaimana
caramengembangkan
hal-hal baikitu. Dia

juga menyebutalasan
tidak lagimenggunakan
metode problem solving.
Menurutnya, problem
solving fokusnya pada
masalah atau hal-hal
yang buruk. Sementara,
pihaknya lebih fokus
mengedepankan pada
hal-halyangbaik. Artinya,
kalau yang baik-baik
tercapaiotomatis yang
buruk terselesaikan.
Tapikalau yang buruk
diselesaikan, belum tentu

hasilnya kualitas yang baik.

“Masalah selesai, yang
buruk hilang, tapi gitu-gitu
ajayangdicapai.Kita
dorong mereka lebih fokus
pada hal-hal yangideal,
fokus pada hal-hal yang
positif, apa ada hal positif
yang bisa dikembangkan
lebih lanjut diperluas
supayajadilebih baik,”
jelasnya.

Bagusjugamenyorotisoal
sistem penilaian peserta
pelatihan. Menurutnya,
dalam penilaian, pihaknya
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menggunakan skala-skala
penilaian psikologi.
Misalnya, dia menilai
integritas peserta, bisa
dilihat darikonsistensi
nilai yang mereka yakini
dengan tindakan selama
pelaksanaan.

Selainitu, dirinyajuga
melihat secara observasi,
sepertitindakan-tindakan
mereka, kesungguhan
mereka ikut, telat atau
tidak telat, dan aktivitas
mereka darikaryanya.
Misalnya, mereka banyak
membuat karya, salah
satunya,adayang
namanya perisaidiri.
Mereka menggambarkan
dirinya dengan perisai,
kemudian mereka
melukis di perisaiitu,
menggambarkanapa
yang bisa menjadi
pelindung mereka, mereka
presentasikan, dandinilai
hasilkaryanya.

Dalam penilaian, para
pesertajugadisuruh
membuat pertunjukan
yang menunjukkan
dirimereka, membuat
drama, opera, puisi, dan
sebagaimnya.

“Merekajuga menulis buku
harian, merefleksikan apa
yang mereka lakukan.

ltu semuajadibahan
penilaiaian, penilaian
kelompok danindividual
juga,” jelasnya.

Harapanuntuk para
peserta, lanjut Bagus,

Bagus Takwin.

merekadiharapkan
memiliki bekal untuk
bisamenghadapi
situasi-situasi sulit pada
saat mereka bekerja. Saat
dikasih pelatihan untuk
mengerjakan soal terkait
kausiniataukasusitu,
mungkin pada saat kasus
itu muncul barangkali bisa
menyelesaikan. Namun,
padakasus lain belum
tentu bisa menyelesaikan.
Dalam pelatihan KEPPH,
mereka dilatih supaya
kuat mengahadapi
situasi-situasisulit dan
pada situasitertekan. Dia
mencontohkan, jika orang
ingin kuat bekerja keras,
kuat mengangkat beban,
kuat berolahraga, maka
orangtersebut harus
latihan fisik.

Sementara, dalam
pelatihaninilebih pada
latihan mental, tujuannya
agar kuat mentalnya.
“Sehingga, saat mereka

menghadapi situasi seperti
itu, otot-otot mentalnya
sudahterlatih. Jadikita
latih ke mentalnya,”
terangnya.

Bagus berpesan, pelatihan
sebenarnyatidak bisa
mengubah kalau mereka
punya niat baik atau
buruk. Yangdiberikan
dalam pelatihan tersebut,
hanya bagaimana

mereka mengetahuicara
menguatkan diridalam
situasi sulit. Persoalan
hasilnya akan dipakaiatau
tidak, semuanya kembali
ke pribadi masing-masing
peserta.

“Setiap orang punya
otonomijuga. Tapikami
bekalinya dengan cara
dan metode yang bisa
menguatkan mental
mereka. Kalaumereka
latih dan pakai terus, itu
bisa menguatkan mereka,”
pungkasnya.[i
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Pemantuan Perilaku Hakim
Oleh Komisi Yudisial,
Melampaui Positivis

Imron
(Tenaga Ahli KY)

hanya semata-mata denganintegritas dar akabenar yang

terhadap produk hukum dedikasiyang baik. dikatakan oleh Teverne

yang tidak responsif, Karena sepanjang sapu “Beriaku hakimyang manusia yang menjadi
melainkan juga berasal kotor belum dibersihkan, jujur dan cerdas dengan aktor-aktor hukum.
darifaktor aparat penegak  maka setiap pembicaraan undang-undangyang Salah satunya hakim
hukumnya. Untuk tentang keadilan akan paling buruk sekalipun merupakan aktor penting
meletakkan pondasi menjadi omong kosong akan kuberikan putusan dalam sistem peradilan
penegakan hukum, belaka,aslongasthedirty  yangadil”. Ungkapan dilndonesia. Sistem

g 8 1 Ahmad Ali, Keterpurukan g
maka pilar yang utama broomis not cleaned, Hukum dilndonesia, Penyebab dan peradilan menempatkan

Solusinya, GhaliaIndonesia, 2001.,h 74
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hakim sebagai memeriksa,
mengadilidan memutus
perkarayang hadir
kepadanya walaupun
kasusitu tidak ada atau
belumada aturannya.

Dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya
selamaini, lembaga
peradilan mendapat
kritikan bahkan kecaman
dariberbagai pihak. Hal
inidisebabkan adanya
berbagai masalah yang
membelit dunia peradilan
dilndonesia, antara lain
proses penyelesaian
sengketalambat, biaya
beracaradipengadilan
mahal, pengadilan
dianggap kurang responsif
dalam penyelesaian
perkara, sehingga
putusan cenderung tidak
mampu menyelesaikan
masalah. Pendek kata
putusan hakim tidak
mencerminkan kepastian,
kemanfaatan, dan keadilan
bagi masyarakat. Oleh
karenaitu, tulisaniniingin
melihat sisilain dariproses
menjaga yang dilakukan
oleh Komisi Yudisial

(KY) lewat pemantauan
perilaku hakim

AntaraMenjagadan
Menegakkan

Pengawasanyang
dilakukan olen KY
merupakan mekanisme
normal, positif dan
konstitusional dalam
negara hukumdan
demokratis agar
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kekuasaan kehakiman
tidak menyimpang

atau disalahgunakan.
Sepertiyang termuat
dalam dalam konsideran
Undang-undang (UU)
Nomor 18 Tahun 2011
Tentang Perubahan atas
UUNomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial
yang menyebutkan,
“Komisi Yudisial
mempunyaiperanan
penting dalamusaha
mewujudkan kekuasaan
kehakiman yang merdeka
melaluipengusulan
pengangkatan hakim
agung dan wewenanglain
dalamrangkamenjagadan
menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta
perilaku Hakim demi
tegaknya hukum dan
keadilan sesuaidengan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Konsideranini
menunjukkan bahwa
keinginan untuk
melakukan pengawasan
oleh Komisi Yudisial
dimaksudkan demi
terwujudnya kekuasaan
hakim yang merdeka.
Karena kekuasaan
kehakiman tersebut
sangat rentan dengan
pengaruh-pengaruh
baik yang berasal dari
lingkungan hakim,
masyarakat, maupun
pemerintah sehingga
perlu dijaga agar tidak
menyalahgunakan
kewenangannya.Dalam

konsideran terdapat
kata penting yang dapat
menunjukkan begitu
luasnya kewenangan
KY, yaitu kata "menjaga”
terkandung pengertian
tindakan yang bersifat
preventif, sedangkan
dalam kata "menegakkan”
terdapat pengertian
tindakan yangbersifat
represif.

Oleh karenaitu,dalam
rangka “menjagadan
menegakkan” dapat
diartikan bukan hanya
tindakan preventif

atau korektif, tetapi

juga meningkatkan
pemahaman, kesadaran,
kualitas, dan komitmen
profesional yang
bermuara pada tingkat
kehormatan, keluhuran
martabat, dan perilaku
hakimyang diharapkan.
Hal tersebut bukan hanya
timbul dari pengawasan,
tetapiterutamajuga
daripembinaan

dan pendidikan etik
profesional bagipara
hakim, termasuk
pendidikan tentang etika
hakim kepada masyarakat.
Maka sebenarnya titik
tolak dalam melakukan
tindakan represifitu
dimulaidariupaya-upaya
menjaga yang terus
menerus dilakukan oleh
KY.

Upaya menjagayang

dilakukan Komisi Yudisial
sesungguhnya melampaui
sekat-sekat positivis yang

termuat dalam peraturan
perundang-undangan.
Sekat-sekat yang selama
inimenjadi “beban”
seharusnya bisa dilampaui
dengan harkat martabat
hakim. Menjaga agar

para hakim tetap dalam
hakikat kemanusiannya,
berhatinurani, sekaligus
memelihara hargadirinya,
dengan tidak melakukan
perbuatantercela
merupakan bagian dari
upaya yang terus menerus
dilakukanoleh KY.

ApayangDijaga?

Dalam Pasal 20 ayat1(a)
UUNomor 18 tahun 2011
tentang Komisi Yudisial
salah satutugasyang
diamanatkan oleh UU yaitu
melakukan pemantauan
dan pengawasan
terhadap perilaku

hakim. Pemantauan

yang merupakan bagian
daritugas menjaga

yang bertujuanagar

hakim tidak melakukan
perbuatan perbuatan yang
melanggar Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH), baik dalam tugas
yudisialnya maupundi
luar tugasnya. Paling tidak
adatigaaspek besar yang
dijaga oleh pemantauan,
yaitu sebagai berikut:2

A. Menjaga Harkat
Martabat Hakim

Diantaraberbagaicara
menjaga martabat

2 Lihat Panduan Pemantauan KY
2018
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hakim sebagai aktor
utama pengadilan

adalah dirumuskannya
prinsip-prinsip dan

kode etik yang berlaku
universal, sepertidimuat
dalam Bangalore Principle
yaitu hakim harus
menjaga: (a) Independensi
(independence);

(b) Imparsialitas
(imparciality); (c)
Integritas (integrity); (d)
Kesopanan (propriety);

(e) Persamaan (equality);
(f) Kompetensidan
Ketekunan (competence
anddilligence).

Enam prinsip yang

dimuat dalam Bangalore
Principle itu menjadi dasar
dirumuskannya Kode Etik
ProfesiHakim serta Kode
Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim yang termuat
dalam Surat Keputusan
Bersama Mahkamah
Agungdan Komisi Yudisial
yang memuat 10 (sepuluh)
poin, yaitu: (a) Berperilaku
Adil; (b) Berperilaku Jujur;
(c) Berperilaku Arif dan
Bijaksana; (d) Bersikap
Mandiri; (e) Berintegritas
Tinggi; (f) Bertanggung
Jawab; (g) Menjunjung
TinggiHarga Diri; (h)
Berdisiplin Tinggi; (i)
Berperilaku Rendah

Hati, dan (j) Bersikap
Profesional.

Seluruh kualifikasi hakim
yang dimuat dalam
Bangalore Principle yang
kemudian diterjemahkan
dandiperluas ke dalam

www.komisiyudisial.go.id

10 (sepuluh) pedoman
perilaku hakimitu adalah
kewajiban kumulatif dan
bukan alternatif bagi
hakim, hak bagi setiap
orangyangdiadiliserta
hak bagi masyarakat luas.

Masyarakat umum yang
tidak sedangberurusan
dengan hukum berhak
pula mendapatkan
kepercayaandan
keyakinanyangsama
bahwa pengadilan
(hakim) adalah pemegang
kekuasaan kehakiman
yangdipercayadan
diyakini akan menegakkan
hukum demi keadilan.
Artinya, membangun
kepercayaan umum tidak
bisadiraih tanpa terlebih
dahulu terbangunnya
kepercayaan orang-orang
yang berurusan dengan
pengadilan.

B. Menjaga
Independensi dan
Akuntabilitas Hakim

Kekuasaan kehakiman
yang merdeka
(independency of
judiciary) merupakan
syarat mutlak (conditio
sine quanon) tegaknya
hukum dan keadilan dan
harus mendapatjaminan
konstitusional yang

kuat darinegara. Tetapi
harus diingat bahwa
independensiitu bukanlah
pemberian negara atau
pemberian hukum.
Independensiitu build

in atauinherent dalam

hatinuranidan akal sehat
hakim seketika seseorang

dinyatakan sebagai hakim.

Negara datang kemudian
untuk melegitimasi
ataumelegalisasidan/
atau mengkode (etika)
agar memiliki kekuatan
perlindungan hukum,
dan dapat dipersoalkan
secara hukum bila ada
pelanggaran.

Wilayah independensi
hakim yang harusia
jagamencakup etika

dan perilaku diluar dan
didalam sidang. Diluar
sidang, hakim harus
menghindarkan diri
dariperilaku tercela,

citra negatif, dan konflik
kepentingan atau
tindakan-tindakan yang
potensial mendistorsi
independensinya. Dalam
ceritalama, hakim lebih
baik basah kuyup diguyur
hujan daripada menerima
pinjaman payung
darisiapapun, karena
dikhawatirkan si pemberi
payung berperkara di
pengadilan. Sementara
didalam persidangan,
hakim wajib menjaga

dan menjaminbahwa
proses pemeriksaan,
proses mengadili, dan
menjatuhkan putusan
bebas daricampur tangan
siapapun.

Independensi

adalah “nyawa”

yang menggerakkan
syaraf-syaraf keadilan
hakim. Independensijuga
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merupakan paradigma,
sikap, etos, dan etika
sehingga keseluruhan
totalitas fisik dan nonfisik
hakim sebagai wakil
Tuhan penegak keadilan
di muka bumimemiliki
legalitas moral, sosial, dan
spiritual yang kuat.

Pentingnya independensi
peradilan dijamin
olehnegaraterlihat
dalam pernyataan

Basic Principles on

the Independence of

the Judiciary yang
menegaskan bahwa
independensikekuasaan
kehakiman (peradilan)
harus ditetapkan

dalam konstitusi
atauundang-undang
negara,dan menjadi
tugas pemerintah serta
lembaga-lembaga lainnya
untuk menghormatidan
menjaganya.

Kokoh atau tidaknya
independensi sangat
tergantung pada
personality hakim
bersangkutan. Hakim
yang cacat moraldan
tidak kompetenadalah
hakim yang pada dasarnya
rapuh. Jikaia cacat moral,
maka ia telah tersandera
oleh kecacatannya

itu, sehingga sukar

atau bahkan tidak
mungkin kuat menjaga
kemerdekaannya.

Begitu pula hakim
yang tidak kompeten
dibidangnya, akan

EDISI
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mudah goyah karena
tidak memiliki keyakinan
keilmuan yang kuat.

Agarindependensidapat
diemban dengan baik
dan benar, hakim harus
mempunyaikekuatan
moral danintelektual
yang tangguh sehingga
memiliki kendali pikiran
yang bisa memberikan
arahandalam berpikir
danbertindak dalam
menjalankan aktivitas
kehakimannya. Menjadi
hakim berartimenjadi
intelektual, menjadi
cendekiawan, menjadi
penjaga moral yang tidak
pernah berhentiberpikir
dan menjaga kebersihan
diri. Secarainstitusional,
independensi

peradilan harusjuga
diimbangidengan
pertanggungjawaban
peradilan (judicial
accountability) agar
independensi tidak
menjadi tameng
berlindung atau selimut
bagi tindakan amoral
dalam kekuasaan
kehakiman.

Persoalannyabagaimana
jaminanindependensi

dan pertanggungjawaban
dapat dijalankan secara
seimbang? Ini pertanyaan
sulit yang sukar
diwujudkan sekalijadi, ia
membutuhkan perjuangan
panjang yang sudah pasti
memunculkan ketegangan
(tension) diantara
penerapan prinsip-prinsip

EDISI
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tersebut. Tetapiyangjelas,
keberadaan akuntabilitas
adalah untuk memastikan
bahwakewenangan
kekuasaan kehakiman
dilaksanakan dengan
baik dan sumber daya
dipakai secara patut,
atauuntuk mencegah
timbulnya “tirani yudisial”
yang pada akhirnya akan
menghancurkan prinsip
independensikekuasaan
kehakimanitu sendiri.

C. Menjaga
Prinsip-Prinsip
Peradilanyang Adil
tidak Memihak

Peradilan yangadildan
tidak memihak adalah
roh negara hukum,
sepertinegara Indonesia
mendasarkan hukum
sebagaipanglima
tertinggi. Prinsip-prinsip
peradilan yang tidak
memihak adalah norma
HAM internasional
yangdirancanguntuk
melindungiindividu
daripembatasan
yangtidak sah dan
sewenang-wenang

atau perampasan atas
hak-hak dasar dan
kebebasan-kebebasan
lainnya.

Peradilan yang adil
dantidak memihak
adalah rangkaian
proses peradilan dari
praperadilan, peradilan,
dan pasca peradilan.
Dalam setiap tahap
peradilanitu terdapat

hak-hak pencari
keadilan yang wajib
diberikan kepada
tersangka, terdakwa,
danterpidana. Hak-hak
padamasa pra peradilan,
yaitu: (a) larangan
dilakukannya penahanan
sewenang-wenang;

(b) hak untuk tahu
alasan dilakukannya
penangkapan dan
penahanan; (c) hak

atas penasihat hukum;
(d) hak untuk menguiji
keabsahan penangkapan
dan penahanan; (e) hak
untuk tidak disiksa, (f) hak
diperlakukan manusiawi
selama penahanan; serta
(g) hak untuk diajukan
dengan segerake hadapan
hakim dan persidangan.
Hak-hak dalam masa
Persidangan, yaitu: (a)
hak atas pemeriksaan
yang adildan terbuka;
(b) hak untuk segera
diberitahukan tuduhan
pidanayangdiberikan;
(c) hak untuk diadilioleh
pengadilan danhakim
yang kompeten; (d) hak
untuk mendapatkan waktu
dan fasilitas yang cukup
untuk mempersiapkan
pembelaan; (e) hak untuk
membela dirinya sendiri
atau melalui penasihat
hukum; (f) hak atas
pemeriksaan saksi; (g)
hak untuk mendapatkan
penerjemah secara
gratis; (h) larangan untuk
memaksa seseorang
memberikan keterangan
yang akan memberatkan
dirinya sendiri (self-

incrimination); (i) hak
untuk diadili tanpa
penundaan persidangan.
Sedangkan hak-hak pasca
peradilan, yaitu: (a) hak
atas upaya-upaya hukum,
dan (b) hak mendapatkan
kompensasiatas putusan
pengadilan yang salah.

Keseluruhan hak-hak
pencarikeadilan tersebut
bersifatuniversal dan
wajib dijalankan oleh
setiap negarapada
bangsa-bangsaberadab.
Ukuran utama peradaban
adalah pada adaatau
tidaknya peradilan

yang fair. Karenaitulah,
disemuanegarayang
menganut prinsip negara
hukum dan demokrasi,
martabat proses hukum
dipengadilan sebagai
tahap dilakukannya
pemeriksaan, pengadilan,
dan pemutusan dijaga
dengan ketat.

Penutup

Sebagaibagiandari
proses menjaga perilaku
hakim sesungguhnya
pemantauan

tersebut barada pada
dimensimoral diluar
tindakan-tindakan
yudisial. Walaupun
terkadanghal tersebut
saling berhimpitan dalam
keseharian perilaku hakim
tersebut. Karenaitu maka
diperlukan paradigma
baru dalam memahami
tindakan menjaga hakim.

www.komisiyudisial.go.id



Pemantauan dan Pengawasan Hakim
di Pemilu 2019

Demi Lindungt Hak
Warga Negara
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enjelang
pelaksanaan
pemilihan umum

(Pemilu) 2019, berpotensi
terjadi sengketa

pelanggaran administrasi
pemilu dan tindak pidana
pemilu didunia peradilan.

Untuk itu, Komisi Yudisial
(KY) berupaya mencegah
terjadinya pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH)
saat hakim menangani
sengketa pemilu di
pengadilan.

Sebelumnya, Mahkamah
Agung (MA) telah
mengeluarkan tiga
Peraturan Mahkamah
Agung (Perma). Pertama,
PermaNo.4 Tahun

2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilihan
Umum di MA. Kedua,
PermaNo.5 Tahun

Jaja Ahmad Jayus
Ketua Komisi Yudisial.

2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa

diPengadilan Tata
Usaha Negara. Ketiga,

"Komitmen bersama KY
dengan mitra, diantaranya
mencegah gangguan
terhadap hakim-hakim yang
menangani perkara, termasuk
perkara Pemilu 2019 baik

saat sidang maupundiluar
persidangan”

EDISI
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Proses Pemilihan Umum

PermaNo. 6 Tahun 2017

tentang Hakim Khusus
dalam sengketa Proses
Pemilihan Umum di
Pengadilan Tata Usaha
Negara.

Meskisudah ada ketiga
Permaitu, perlujuga
dilakukan pemantauan
dan pengawasan hakim
dalam melaksanakan
tugasnya untuk
memeriksa dan memutus
perkara pemilu.

Halitu demiterciptanya
pemilu 2019 yangjujur,
adildan berwibawa dan
melindungi hak-hak
warga negara, baik
sebagaipeserta pemilu
maupun sebagai pemilih.

Ketua Komisi Yudisial
(KY) Jaja Achmad Jayus

mengatakan, KY akan
melakukan pemantauan
persidangan perkara
sengketa pemilu secara
masif dan serentak di
daerah tertentu yang
diperkirakan rawan konflik
saat pemilu.

Halinidilakukan guna
menjaga agar proses
peradilan berlangsung
tanpa dicederai
pelanggaran kode

etik sekaligus bentuk
perlindungan terhadap
hakim-hakim yang
mengadili perkara pemilu
tersebut. “Jadi, proses
persidangan pemilu harus
sesuaidengan UU," kata
Jaja.

Agar tidak terjadi
pelanggaran KEPPH

www.komisiyudisial.go.id
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terkait penyelesaian
sengketa Pemilu Tahun
2019,KY menggandeng
mitra dari Bawaslu,
perguruan tinggi, LSM,
dan media massa secara
serentak melakukan
pemantauan persidangan
agar dapat terwujudnya
peradilan yang bersih dan
jujur.

Komitmen bersama KY
dengan mitra, diantaranya
mencegah gangguan
terhadap hakim-hakim
yang menangani perkara,
termasuk perkara

Pemilu 2019 baik saat
sidang maupun diluar
persidangan.

Karenanya, KY
mengajak semua elemen
masyarakat termasuk
penyelenggara pemilu
ataupun masyarakat
luas untuk berupaya

www.komisiyudisial.go.id

KY bersama mitra berkomitmen mencegah

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim (KEPPH) dalam persidangan termasuk

perkara Pemilu 2019 dengan mengajak

masyarakat Indonesia untuk ikut serta memantau

persidangan termasuk persidangan Pemilu 2019

menciptakan peradilan
yang bersih, terutama
dalam kasus pelanggaran
pemilu di pengadilan
negeridan PTUN seluruh
Indonesia.

“KY bersama mitra
berkomitmen mencegah
pelanggaran Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) dalam
persidangan termasuk
perkara Pemilu 2019
dengan mengajak
masyarakat Indonesia
untukikut serta
memantau persidangan
termasuk persidangan
Pemilu 2019,” kata dia.

lamelanjutkan nantinya
KY membentuk desk
pemantau sengketa
pemiludiPTUN dan
pengadilan negeribekerja
samadengan 200-an
perguruan tinggidan

sejumlah LSM. “Tim desk
pemantauan pemilu ini
akan mengawasiproses
persidangan ataupun
diluar persidangan,”
lanjutnya.

Maksud diluar
persidangan, kata

Jaja, apabila seorang
pengacara penggugat
peserta pemilu
berhubungandengan
pihak KPUyang
mengandung unsur
pelanggaran, makabisa
melaporkan ke desk yang
dibentuk KY. Setelahitu,
nantinya desk tersebut
akan melaporkan ke tim
inti pengawasan hakim
diKY.

Selainitu, para pemantau
nantinya akan melihat
setidaknya dua hal.
Pertama, apakah ada
gangguan terhadap
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hakim-hakim yang
menangani perkara
pemilu, baik pada saat
sidang maupun diluar
persidangan. Misalnya,
menggunakan tekanan
massa terhadap hakim
yang hendak memutus
pidana pemilu. Kedua,
melihat dugaan
pelanggaran kode etik
hakim saat menangani
perkara pemilu. KY
sudah menyiapkan
panduan pemantauan
sidang-sidang pemilu
yang akan dipakai tim
pemantau.

Dia pun mengingatkan
dalambersikap dan
bertutur kata diruang
media sosial atau

tempat laindidunia
nyata, para hakim
dituntut bersikap arif
danbijaksana. Misalnya,
penting bagi hakim untuk

EDISI
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berpikir ulang sebelum
mengirimkan atau
membagikan sesuatu
konten tertentu dimedia
sosial yang bernuansa
kampanye negatif.

Para hakim agar tetap
selektif, hati-hati,
danbijak dalam
menyampaikan pendapat
terkait Pemilu 2019 demi
menjaga kemuliaan
profesinya.

“Jangan sampai seorang
hakim tanpa sadar

ikut mengirimkan atau
membagikan informasi
yang memuat konten
kampanye negatif

yang mengandung
unsur kebencian,
SARA, danhoax, atau
kecenderungan perilaku
yang menunjukkan

EDISI
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keberpihakan kepada
calon-calon yangikut
kontestasi pemilu
legislatif atau pilpres,”
pintanya.

Halini mengingat
kewajiban hakim untuk
memelihara kehormatan
dan keluhuran martabat
danterikat kode etik.

- “-"

Meskibegitu, hakimjuga
sebagaiwarganegara
yang memiliki hak
memilih dalam Pemilu
2019. “Maka, hakim harus
paham dan sadar bahwa
mereka terikat kode

etik yang mewajibkan
untuk bersikap arif dan
bijaksana dalam setiap
situasi,” tegasnya.

Hakim harus paham dan sadar
bahwa mereka terikat kode

etik yang mewajibkan untuk
bersikap arif dan bijaksana
dalam setiap situasi

Sukma Violetta

Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi.

Senada, Ketua Bidang
Pengawasan Hakim
danInvestigasi Sukma
Violetta mengatakan
pemantauan dan
pengawasan terhadap
hakim dalam
menyidangkan sengketa
pemilu sebenarnya sudah
KY lakukan sejak tahun
2014.Namun, ketika itu
belum tertata dengan baik.

“Maka, Pemilu 2019 ini

KY lebih mempersiapkan
diri.KY punjuga turut
melakukan pelatihan
kepada 30 hakim di
seluruh Indonesia dalam
menangani perkara
Pemilu 2019,” kata Sukma.

la mengatakan proses
pemantauan dan
pengawasannya
sebenarnya sama saja

www.komisiyudisial.go.id
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“KY punjuga turut melakukan

pelatihan kepada 30 hakim

diseluruh Indonesia dalam

menanganiperkara Pemilu

g
2019

PEMILA

www.komisiyudisial.go.id

2019"

sepertiyangdilakukan
KY dalam melaksanakan
pemantauan dan
pengawasan terhadap
hakim dalam menangani
perkara terkait KEPPH.
Tapikaliini, KY dapat
menerima laporan
langsung darimasyarakat
termasuk caleg untuk
meminta sengketa
pelanggaran pemilu di
suatu pengadilan tertentu
untuk diawasi.

o
-

PEMILL

Prosedur pemantauan
dan pengawasan serta
pemberian sanksipun
tidak jauh beda dengan
proses yang sudah KY
lakukan selamaini sesuai
dengan tugasKY.

Sukma menjelaskan,
suatu pelanggaran
yangdilakukan hakim
akan dipantau oleh tim
pemantau yang akan
melaporkannya ke tim
pengawasan hakim.

Lalu, kemudian nantinya
diperiksaoleh tim panelis,
hasil dari pemeriksaan
tersebut nantinya akan
dibawa dalam rapat pleno.
Maka, hasil darirapat
pleno dapat berupa sanksi
pelanggaranringan,
sedang atau berat.

“Jika Putusan KY berupa
sanksiyangdiberikan
kepada hakim berupa
sanksiyang berat seperti
pemberhentian sebagai
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hakim.Maka, proses
selanjutnyarekomendasi
KY ke MA ini, akan masuk
dalam sidang Majelis
Kehormatan Hakim
(MKH),” paparnya.

Untuk itu, Sukma
berharap hakimyang
menangani perkara
pemilu harus sesuai
dengan ketentuan yang
ada.Oleh karenaitu,
hakim harus memiliki
pengetahuan yang
cukup dalam menangani,
memeriksa dan
memutus pelanggaran
pemilu. Yakni,

dengan memberikan
pertimbangan hukum
yang sesuaidengan
kepastian hukumdan
keadilan.

LindungiHak Warga
Negara

Merespon halini, Direktur
Eksekutif Perkumpulan

Titi Anggraini
Direktur Eksekutif
Perkumpulan untuk £
Pemilu dan Demokrasi.
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"Kewenangan PTUN ini sangat

besar dan luar biasa, kalau

tidak diawasi dan dikontrol

dengan baik, mungkin

membuka ruang terjadinya

abuse of power dan manipulasi

dalam praktiknya”

untuk Pemiludan
Demokrasi (Perludem)
Titi Anggraini sangat
mendukung kehadiran
KY dalam melakukan
pengawasan terhadap
hakim di Pemilu 2019
terkait pelanggaran
pemilu yang masuk dalam
ranah peradilan.

llustrasi sidang adjudikasi
penyelesaian sengketa pemilu.
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“Tentu, halini terkait
dengan konsepsikeadilan
pemilu atau electoral
justice yang menyaratkan
penyelesaian pemilu
benar-benar menjamin
perlindungan terhadap
hak-hak pemiludan

hak warga negara yakni
peserta pemilu maupun

DESEMBER 2018

sebagaipemilih, agar
tidak terjadi manipulasi
ataupun tindakan

curang yangdilakukan
pihak-pihak tidak
bertanggungjawab,” kata
Titi.

Menurut Titi,
penyelesaian masalah
hukum pemilu diranah
peradilan menjadi
tantangan tersendiri.

Bukan hanya mekanisme
penyelesaiannya yang
bersifat khusus dan
dibatasioleh durasi
waktu yang spesifik.
Namun, juga tuntutan
atas transparansidan
akutabilitas putusan yang
betul-betul menjamin
keadilan menjamin
keadilan pemiludan
melindungi hak-hak
warga negara menjadi
perhatian tersendiri.

4 B AYY AL

PENYELES
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Misalnya, ia
mencontohkan karakter
putusan PTUN bersifat
final dan mengikat dalam
penyelesaian sengketa
TUN, maka bagi kami
putusan yang demikian
cukup kontrovesial.
Khususnya, bila dikaitkan
dengan beberapa putusan
yang cukup mengejutkan
jagat perpemiluan
Indonesia. Padahal,
kritiknya, PTUN dalam
peradilan tingkat pertama
yang menyelesaikan
sengketa administrasi
negara, tetapidalam
penyelenggaraan pemilu
serentak, putusannya final
dan tidak bisa melakukan
upaya hukumapapun.

Selainitu, lanjutnya,
uniknyalagi KPU
besertajajaran sebagai
termohon oleh Perma
No. 5 Tahun 2017 tidak

www.komisiyudisial.go.id
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llustrasi saat persidangan tindak
pidana pemilu di PN Pangkal
Pinang.

diberikesempatan untuk
melakukan upaya hukum
atas putusan sengketa ke
PTUN.

“Sehingga, kewenangan
PTUN inisangat besar
dan luar biasa, kalau

tidak diawasidan
dikontrol dengan baik,
mungkin membuka ruang
terjadinya abuse of power
danmanipulasidalam
praktiknya,” tandasnya.

Titimengatakan,
penanganan tindak pidana
pemilu penanganannya
dilaksanakan secara
khusus, durasi waktu
penyelesaiannya pun
relatif pendek, dengan
putusan yang bersifat
final. “Maka, keterlibatan
KY sangat diperlukan
dalam pengawasan dalam

www.komisiyudisial.go.id

Fre

berbagai persidangan
diPTUN, PN maupun
PT untuk bisa menjamin
terwujudnya kadilan
pemilu.

Untukitu, la
berpandangan memang
betul KY harus hadir
dalam proses persidangan
perkara pemilu. Baik
sengketa TUN maupun
tindak pidana pemilu.
Sebab, menurutnya
selamainiproses
sengketa diPTUN, PN,
dan PT sedikit lepas dari
pantauan publik dan
media karenajadwalnya
cepat dan kadang-kadang
sumberdaya dan waktu
yangdiperlukanjuga
tidaklah sederhana.

“Olehkarenaitu,
kehadiran KY sangat

berperan dalam
penyeimbang atas
kebutuhan publik
terhadap akuntabilitas
proses sengketa pemilu di
persidangan,” kata dia.

Sebab, iamenjelaskan
pemilu tidak hanya harus
jujur, adil dalam proses
teknisnya. Namun, pemilu
ialah sarana pelaksanaan
kedaulatanrakyat yang
harus diselenggarakan
dalam bingkainegara
hukum berdasarkan
supremasi konstitusi.
Pemilu harus pula
memastikan tegaknya rule
of law dan perlindungan
terhadap hak warga
negara.

Oleh karenaitu, Titi
berharap hakim-hakim
yang menangani
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sengketa pemilu dapat
menguasaikonsepsi
pemilu dan keadilan
pemilu secara optimal,
demimenjaga integritas
dalam penanganan
perkara-perkara pemilu
dan berkomitmen pada
tujuanbesar untuk
mewujudkan pemilu yang
jujur, adil dan demokratis.

Karena, lanjutnya, pada
pundak seorang hakim
terdapat harapan besar
rakyat yang disandarkan.
“Jadi, jangan sampai
seorang warganegara
dikhianatidengan
adanya penyimpangan
apalagimanipulasi akibat
ketidakprofesionalan dan
keberpihakkan politis
hakim pada salah satu
kelompok politik tertentu,”
tegasnya.M
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PN Karawang

Implementasi
Teknologi

esatnya
perkembangan
teknologiinformasi

ikut mempengaruhietos
kerja pegawai. Dengan
memanfaatkan teknologi
informasi, kinerja sebuah
lembaga dapat berjalan
dengan lebih efisien.

Halitujugadilakukan
oleh Pengadilan Negeri
(PN) Karawang dengan
memanfaatkan teknologi
untuk peningkatan
pelayanan publik.

Oleh karenanya, PN
Karawang memperoleh
Sertifikat Akreditasi

EDISI
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Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Umum dengan
Terakreditasi A. Bermodal
kerja sama, kekompakan,
dankerjakeras.

“Ada tujuh objek penilaian
untuk mempertahankan
akreditasiyang telah
diberikan meliputi,
leadership, customer
focus, process
management, strategic
planning, resources
management,

document system dan
performance result, yang
masing-masing memiliki
check list pelaksanaan,
sertaevidence dan
document control-nya,”

ujar Ketua PN Karawang
JudiPrasetya ketika
ditemuiredaksi Majalah
KY diruangkerjanya, Rabu
(7/11) di Karawang, Jawa
Barat.

Ketujuh objek penilaian
tersebut menjadi salah
satuacuan Judidalam
mengelola PN Kelas 1B
iniagar performanya
senantiasa baik. Sebagai
seorang pimpinan, maka ia
selalu mengontrol kinerja
awak PN.

Untuk mengontrol
penanganan perkara
misalnya, di Pengadilan
telah menggunakan

aplikasi SIPP (Sistem
Informasi Penelusuran
Perkara) yang disebut juga
CTS (case trecking system)
yang telah dilengkapi
aplikasi Monitoring
Implementasi Sistem
Informasi Penelusuran
Perkara (MIS).

“Dengan menggunakan
MIS inikita bisa dengan
mudah melihat jumlah
perkarayang telah
diminutasi. Dengan MIS
ini terlihat performakami
dalam menanganiperkara,
yang terbaik biasanya kami
berikanreward seperti,
pemberian cenderamata
kepadamereka lalu di

www.komisiyudisial.go.id
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Suasana saat
persidangan PN
Karawang.

foto bersama pimpinan.
Halinikamiyakinisecara
psikologis akan membuat
yang lain bersemangat
dalam bekerja,” ungkap
priaasal Surabayaini.

Melalui MIS, lanjutnya,
iadapatdengan mudah
melihat grafik statistik
perkarapadabulandan
tahun berjalan, baik
perkaramasuk, sisa,
danperkarayangtelah
diminutasi.

Halini sangat membantu
dirinya selaku pimpinan
dalam pengambilan
kebijakan. Selain MIS, ada
software EvaluasiSIPP
yang memungkinkan
PimpinandiPengadilan
Tinggidan Mahkamah
Agung memantau
performakinerja satker
dibawahnya.

PN Karawangtelah pula
melaksanakan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor
3Tahun 2018 tentang
AdministrasiPerkara
secara Elektronik (e-Court)
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E Konmisi YuISIAL | oxroser

DESEMBER 2018

diPengadilan. Telah siap
administrasimaupun
Saranadan Prasarananya.

Ketua PN Karawang
JudiPrasetya kemudian
mengajak tim redaksi
untuk mengamatilayar
komputer kerjanya. Ada
score pada SIPP yang
terpampangdilayar
monitornya.

“DiSIPPiniakan terlihat
berapa perkarayang
belum diminutasi, lalu
rasio penanganan perkara
antara perkara masuk
dengan perkarayang
diputus berapa persen, dan
Peta SIPP sehingga nanti
score daripenanganan
perkaradaripengadilan
ini akan keluar di monitor
SIPP bersama seluruh

PN lainnyadiseluruh
Indonesia,” ujar Judi
bersemangat.

Pangkas Rantai
Birokrasi

Sistem E-Court,
yaitu layananbagi

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

pengguna terdaftar

untuk pendaftaran
perkara secaraonline,
mendapatkan taksiran
panjar biaya perkara
secaraonline, pembayaran
secaraonline serta
pemanggilanyang
dilakukan dengan saluran
elektronik.

Meski E-Court baru
terbatas dalam perkara
perdatadanbaru
diarahkan bagiadvokat
yang telah tervalidasi
atauadvokatyang
telah mendapatkan
Berita Acara Sumpah
dipengadilantinggi,
tetapi sejak dijalankan
pada 13 Juli2018 lalu,
belum ada advokat yang
menggunakan layanan
E-Court, padahal telah
disosialisasikan.

“Kita sudah coba bersama
Persatuan Advokat

Indonesia (PERADI)
adakan sosialisasi
E-Courtbeberapawaktu
lalu, tapi sejauh ini kami
menunggu perkara
yang masuk belum ada
yang memanfaatkan
E-Court.Padahal kami
selalu menganjurkan
padaadvokat terutama
dalam perkara perdatanya
untuk menggunakannya,”
ungkap Panitera PN
Karawang Ricar Soroinda
Nasution

Ricarjuga menjelaskan
dengan E-Court akan
lebih memudahkan proses
hukum yang diajukan
advokat misalnyadalam
pendaftaran terhadap
perkaranya tidak perlu
datang ke pengadilan
langsung, pembayaran
juga semakinringkas
dengan menggunakan
sistem e-payment melalui
bank yang telah ditunjuk

www.komisiyudisial.go.id
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Pelayanan Terpadu Satu

! Pintu (PTSP) sebagai
ujung tombak pelayanan

publik di Pengadilan.

hingga pemanggilan
pada pihak-pihak

yang dilakukan secara
elektronik, yang semua
ketentuannya telah diatur
oleh PERMA No. 3 Tahun
2018.

“Kalaudilihat dari

sisi kesiapan, ya kami
telah siap, baik dari
infrastruktur, sistem
sampaidengan payung
hukumnya sehingga
E-Courtinimemang telah
layak untuk digunakan.
Tapiya mungkin belum
terbiasa dan sebagian
masih gagap teknologi
(gap tek) sehingga
sehingga layanan E-Court
masih belum dapat
dioptimalkan, padahal

www.komisiyudisial.go.id

Pimpinan PN Karawang
Saat menerimatim
redaksiMajalah KY.

kami telah memfasilitasi
sepertimembantu mereka
membuat email dan
memberikan pelatihan
mendaftar perkara secara
online” jelas Priakelahiran
Pekanbaruini.

Keberhasilandari
implementasi SIPP dan
layanan administrasi
Pengadilan lainnya
terkorelasidengan PTSP
(Pelayanan Terpadu Satu
Pintu) yang merupakan
rangkaian sistem
pelayanan terpadu di
lingkup pengadilan.

Menurut Ketua MA, Hatta
Ali, dilansir daribadilag.
mahkamahagung.go.id
saat pemberian sambutan

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA
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Peyerahan Sertifikat
Akreditasi dan piagam
PTSP diNusaDua, Bali
(10/9), mengatakan
bahwa pembenahan
dengan memanfaatkan
PTSP dapat
mengoptimalkan layanan
administrasi peradilan
yang diharapkan dapat
meminimalisir terjadinya
penyimpangan baik dalam
bentuk maladministrasi
maupun perilaku-perilaku
yang berpotensi
mengarah ke perbuatan
tercelasecaraetikadan
hukum.

Karenadengan PTSP
mencegah pejabat dan
PegawaiPengadilan
berinter aksilangsung
dengan pencarikeadilan
danPengguna Jasa
Pengadilan.

Hatta Alijuga mengatakan
PTSP dapat menjadi
transformasidalam
pelayanan sektor publik,
memangkas mata rantai
birokrasi, dan menjadi
kontribusi pengadilan

POTRET

PENGADILAN

dalam mendorong
kemudahan berusaha.

“Karenaitu banyak hal
yang dapat diharapkan
denganadanya PTSP
dalam pelayanan
pengadilan”ungkapnya.

PTSPjugadiharapkan
bisamengurangibeban
administratif pelayanan,
membangun citra
pelayanan yanglebih
baik dan meningkatkan
daya sainginstitusi,
namun untuk melakukan
penilaian terhadap
pengadilan-pengadilan
yang mengikuti PTSP
bukanlah hal yang mudah
karena semuanyaingin
menjadiyang terbaik.

“Hakikat terbaik
sesungguhnya bukanoleh
karena kompetisinamun
ketika bisa menjadiyang
terbaik tanpa kompetisi”
tegas Hatta Ali. [N

“Dengan PTSP
mencegah
pejabat dan
Pegawai
Pengadilan
berinter aksi
langsung dengan
pencari keadilan
dan Pengguna
Jasa Pengadilan”
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Judi Prasetya
adalah Ketua
Pengadilan
Negeri
Karawang.
Setelah lulus dari
Fakultas Hukum
Universitas

Airlangga di
tahun 1993,
iamemang

bercita-cita
menjadi
penegak hukum.

etelahsemua
peluangdicoba, pria
kelahiran Surabaya,

9 Januari1969 iniditerima
menjadi calon hakim di PN
Kraksaan pada1996,dan
diangkat menjadi hakim
di PN Waiakabubak pada
2001.

“Setiap manusia

harus berbuat yang
terbaik, meskimemiliki
keterbatasan dalam hidup.
Halitu sayaterapkan saat
menjadihakim, sayatentu
berusaha untuk berbuat
yang terbaik,” ungkap Judi
pada tim redaksi Majalah
KY saat ditemuidiruang
kerjanya.

www.komisiyudisial.go.id

Juditerkenang
saat menjabat
sebagaihakimdi
PN Kendari, saat
itudirinyamenjadi
hakim anggota
menanganiperkara
pidana berupa
penggelapan
uang perusahaan
bernilai miliaran.
Peristiwaitu
menarik perhatian
publik, karena
terdakwanya
adalah seorang
Direktur di
perusahan
pertambangan
emas.

“Perkaraini sangat
menarik perhatian
publik karena
selama proses
persidangannya
terjadidemo
dariberbagaielemen
masyarakat. Saatitu saya
jugaditunjuk sebagai
humas pengadilan

yang berkewajiban
menyampaikan informasi
kepada masyarakat.Di
pengadilan, ada barikade
oleh satu pleton polisidan
sayadikawal oleh mereka,”
kenang Judi.

Sebagaihakimyang
bertugas memeriksa,
memutus dan mengadili
perkara, dirinya tidak
gentar terhadap tekanan
daripendemo-pendemo
itu. Walau pendemo
tersebut tidak hanya dari
satuunsur masyarakat

“Setiap manusia harus
berbuat yang terbaik, meski
memiliki keterbatasan dalam

hidup”

saja. Saatitu banyak
kepentingan sehingga
massayangdatang
mewakilimasing-masing
kepentingannya.

“Yasaya sampaikankepada
mereka bahwa tugas kami
sebagaiaparat penegak
hukum yang bertugas
memeriksa dan mengadili
perkarasaatitu, jadi

sama sekali tidak punya
kepentingan apa-apa
selain kepentingan
penegakan hukum semata.
Bersyukur kondisiberjalan
mulus hingga putusan
kami saatitu dikuatkan
oleh pengadilantinggi
hingga Mahkamah Agung,”
ucapnya.

Teror danancaman
selama menjadi hakim
pernah jugadialaminya,
namun hal tersebut sudah
menjadi sangat lumrah
karena bagaimanapun
saat putusan dijatuhkan
akanadayangmerasa
“dimenangkan” atau ada
yang merasa “dikalahkan”.

“Saat proses hukum
berjalan bisa terjadi
ancaman, apalagi
perkara eksekusi. Ada
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yang memaki sekaligus
mengancam hakimnya
akan diapa-apakan
nantinya, yabiar saja.
Jadikiat-kiatnya untuk
menghadapiituadalah
tergantung pembawaan
kita, baik dididalam
persidangan maupun di
luar persidangan. Sebagai
hakim selalu bersikap
imparsial,” tambah Judi.

Judi menceritakan
pengalamannya
kadangharusjauhdari
keluarganya. Mengingat
seorang hakim akan
selaludimutasike
daerah-daerah. Namunhal
ituadalah konsekuensidari
pekerjaannya.

“Awalnya memang

agak sulitbagiistrisaya
menerima kondisi seperti
itu.Namun, semakin
lama akhirnyadirinya
memahamijuga. Tapi
tetap kok demiberkumpul
dengan keluarga, maka
sayabisapulang 2
minggu sekali. Kalau dulu
ditempatkandiluar Jawa
bisa 3 bulan sekalibaru
bisapulang,” tutup Judi
mengakhiri perbincangan.
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UUD 1945 Sebagai
Revolutiegrondwet — Tafsir
Postkolonial atas Gagasan-Gagasan
Revolusioner dalam Wacana
Konstitusi Indonesia

Judul : UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet —
Tafsir Postkolonial atas Gagasan-Gagasan
Revolusioner dalam Wacana Konstitusi
Indonesia
Penulis : Aidul Fitriciada Azhari

JumlahHalaman : +200Halaman

Penerbit : RajawaliPress

Cetakan : Cetakankesatu, Yogyakarta, 2011
ISBN . 978-602-8252-63-8

Makna revolusi dalam konteks
Revolutiegrondwet dipahamidalam
konteks pemikiran yang berkembang
di kalangan para pendiri negara atau
kaum pergerakan kemerdekaan.

ukuinibermula dariketertarikan penulis hukum. Oleh karena itu, penggunaanistilah hukum
B terhadap istilah Revolutiegrondwet yang - termasuk pemaknaannya tidak dapat dilakukan secara

diucapkan oleh Soekarno didepan Sidang Panitia - arbitrer atau suka-suka.
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 :
Agustus1945. - Bukuinihendak menempatkan kembali makna

- Revolutiegrondwet dalam konteks UUD 1945 sebagai

Istilah tersebut menjadi penting karena oleh sebagian - UUD yang memiliki karakter revolusioner dan berfungsi
ahlipolitik dan hukum tata negara dipergunakanuntuk - sebagaiinstrumenbagiperubahan sosial diIndonesia.
melegitimasiamendemen UUD 1945 pada tahun - Maknarevolusidalam konteks Revolutiegrondwet
1999-2002. Dalam kajian hukum, penggunaan suatu - dipahamidalam konteks pemikiran yang berkembang
istilah bukan semata-mata retorika politik biasa, - dikalangan para pendirinegara atau kaum pergerakan

melainkan memiliki sejumlah implikasi dan akibat - kemerdekaan.

Komisi Y OKTOBER ® www.komisiyudisial.go.id
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Pemaknaan atas gagasan

Revolutiegrondwet itu diharapkan

dapat menjadialat evaluasiterhadap
hasilamendemen UUD 1945. Selain itu
pemaknaan tersebut dapat memberikan

refleksi pemahaman atas peran historis

UUD 1945.

UUD 1945 sebagai
Revolutiegrondwet
bermaknabahwa UUD
1945 adalah UUD yang
mengandung gagasan
revolusilndonesia yang
berwatak nasional
dansosial. Tujuannya
adalah dekolonisasidan
perubahan sosial ke arah
terwujudnya keadilan
sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Pemaknaan atas gagasan
Revolutiegrondwet itu
diharapkan dapat menjadi
alat evaluasiterhadap
hasilamendemen

UuD 1945. Selainitu
pemaknaan tersebut
dapat memberikan
refleksi pemahaman atas
peran historis UUD 1945.

Pemahaman atas peran
historis ini penting agar
terdapat penyikapan
secarajujur dan
proporsional atas peran

www.komisiyudisial.go.id

UUD 1945. Halitu penting
karena UUD 1945 memiliki
nilai historis tinggi di
tengah masyarakat
sehingga tidak sedikit
kalangan masyarakat
yang masih tetap
mendukung UUD 1945
sebagaimana naskah
aslinya.

Untukitu,adadua
pendekatan teoretis
yang digunakan untuk
menjelaskan makna
Revolutiegrondwet
tersebut, yakni
pendekatan teori
pascakolonial dan
pendekatan fungsi
hukum untuk perubahan
sosial.

Buku ini menjabarkan
permasalahan terkait
Revolutiegrondwet
dengan lengkap dan
lugas. Bisa dibaca dari
tulisan di buku yang kaya
akan literasidaritulisan

lokal, juga sumber dari
literasiinternasional.
Halinimenunjukan
bahwa penulis sangat
berdedikasidalam
menyusun buku ini.
Penulis juga memberikan
pandangan dan kritik
terhadap pelaksanaan
Revolutiegrondwet dalam
amendemen UUD 1945.

Salah satunyakarena
paraperancang
amendemen UUD

1945 lebih memahami
Revolutiegrondwet
sebagaiproses
dibandingkan sebuah
konsep UUD 1945 sebagai
instrumen dekolonisasi
negaralndonesia.

Istilah Revolutiegrondwet
hanya digunakan dalam
menandai proses
penyusunan UUD 1945
yang dilakukan dalam
waktu cepat (dimaknai
sempit).

DESEMBER 2018

Sayangnya, makna
Revolutiegrondwet

ini tidak digali sebagai
sebuah konsep besar
tentangrevolusi

itu sendiri. Para
pengamendemen UUD
1945, masih memaknai
Revolutiegrondwet
sebagai sebuah proses.

Sementara

pengertian proses,
Revolutiegrondwet
bermakna sebatas
konstitusiyang dibuat
masa revolusiyang
berlangsung cepat. Tidak
heran bila kemudian
amendemen 1945

justru mereduksi makna
Revolutiegrondwet dalam
UUD 1945.

Bukuinidisarankan bagi
merekayang tertarik
dengan hukum tata
negara, atau melihat
sudut pandang berbeda
daripembentukan UUD
1945 yang hanya tidak
sekadar fakta sejarah,
namun dari sisi konsep
danfilsafatnya.

Bukuiniakan membuka
cakrawala pembaca
awam bahwa proses
pembentukan dan
penyusunan UUD 1945
itu tidak sekadar konsep
politik semata, tapiada
banyak lapisan didalam
pembentukannya yang
membuat UUD 1945 itu
menjadi sumber hukum
bagi hukum lainnya. [
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SIDANG Q‘

L7 MAJELIS KEHORMATAN HAKIM o

'1’_‘__’3

A -‘-; Suasana Sidang Majelis
Kehormatan Hakim (MKH).

Terbukti Terima Suap,
MKH Berhentikan Hakim
JWL

Ini bukanlah persoalan besar kecilnya nilai uang
yang diterima, tetapi soal pelanggaran etik yang
dilakukan hakim terlapor dan tindakan yang
berulang.
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Dilaporkan Terima
SuapRp.15 Juta

eristiwainibermula
saat Komisi
Yudisial (KY)

menerima laporan dugaan
pelanggaran Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) terhadap
hakim JWL yang saatitu
bertugas di Pengadilan
Negeri (PN) Manado
tertanggal 15 Januari 2016
denganregister Nomor
0089/L/KY/1/2016.

Hakim terlapor JWL
adalah majelis hakim yang
memeriksa, mengadili,
danmemutus terhadap
salah satu terdakwa
berinisial TW yang
melakukan tindak pidana
korupsi. Satuminggu
sebelum perkara diputus,
isteriterdakwa TW yang
bernama DMR dan AW
menemui hakim terlapor
disalah saturestoran
untuk menyerahkan
uangsenilaiRp.15juta
untuk meringankan vonis
terhadap terdakwa TW.

Karena hal tersebut,
hakim JWL dibawa ke
MKH karena melakukan
pelanggaran Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH). MKH
merupakan forum
pembelaan diri bagihakim
yang berdasarkan hasil
pemeriksaan dinyatakan
terbukti melanggar
KEPPH serta diusulkan
untuk dijatuhisanksiberat
berupa pemberhentian.

www.komisiyudisial.go.id

Sidang semula akan
dilaksanakan pada Rabu
(12/9).Namun, hakim
terlapor tidak hadir.

“Terlapor tidak hadir,
tetapipunyaalasanyang
kita pertimbangkan.
Sesuaidengan ketentuan
yang berlaku kita tunda
selamalamanya14

hari, yaitu sampai 26
September 2018” ujar
Ketua Majelis Sidang
MKH, Maradaman
Harahap, di Gedung MA,
Jalan Merdeka Utara,
Jakarta Pusat, Rabu
(12/9).

MKH meminta agar hakim
JWL dapat hadir dalam
ruangan yang sama dan
dimintakan keterangan
bersama pelapor agar
MKH dapat memberikan
penilaian yang tepat.
Namun, hakim terlapor
kembali tidak hadir pada
Rabu (26/9) sehingga
sidang MKH kembali
ditunda hingga Rabu
(10/10)

Pemberhentian
dengan Hak Pensiun

Setelah mengalami
penundaan, sidang Majelis
Kehormatan Hakim (MKH)
menjatuhkan sanksiberat
berupa pemberhentian
tetap dengan hak pensiun
terhadap hakim yustisial
pada Pengadilan Tinggi
Gorontalo berinisial

JWL. Semula, MKH
merekomendasikan

pemberhentian tetap
tidak dengan hormat.

“Menyatakan terlapor JWL
terbuktitelah melanggar
Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung Rl dan
Ketua Komisi Yudisial Rl
Nomor 47/KMA/SKB/
IV/2009 — 02/SKB/P.
KY/IV/2009 Angka 1poin
2 butir (2), Angka 2 poin

2 butir (1), Angka 5 poin’1
butir (3) dan Angka 5 poin
Tbutir 7jo. Pasal 5ayat
(3) huruf e, Pasal 6 ayat
(3) huruf a, Pasal 9 ayat
(4) huruf bdanPasal 9
ayat (5) huruf b, Peraturan
Bersama Mahkamah
Agung dan Komisi
Yudisial Nomor 02/PB/
MA/1X/2012 dan Nomor
02/PB/P.KY/09/2012,
ujar Wakil Ketua Komisi
Yudisial Maradaman
Harahap selaku Ketua
MKH saat membacakan
keputusan, Rabu (10/10)
di Gedung Wirjono
Prodjodikoro, MA, Jakarta.

Dalam sidang MKH
tersebut, hakim terlapor
mengajukan pembelaan
dirisecaralisandan tidak
mengajukan saksiyang
menguatkan pembelaan
hakim terlapor. Hakim
JWL membantah bahwa
iamenerima uang
sebesar Rp15juta. Dalam
pertimbangannya.

MKH berpendapat
pembelaandiriterlapor
tidak didasarkan pada
bukti-buktiyang
mendukung seluruh
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pembelaannya."MKH
berpendapat terlapor
terbuktibertemudengan
pihak yang berperkara
dengan permintaan
sejumlah uang yang
merupakan tindakan
pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim,”
jelas Maradaman.

Selainitu, lanjut
Maradaman, hallain yang
memberatkan terlapor
adalah pernah dijatuhi
sanksioleh Mahkamah
Agung. Saatini, hakim
JWL ternyata sedang
menerima sanksinonpalu
dariBadan Pengawasan
MA karena kasus yang
berbeda.

“Meskipunjumlah uang
suap yangdilaporkan
sebesar Rp15juta, namun
MKH berpendapat ini
bukanlah persoalan besar
kecilnyanilaiuang yang
diduga diterima, tetapi
soal pelanggaran etik yang
dilakukan hakim terlapor
dantindakanyang
berulang,” tegas Wakil
KetuaKY ini.

Lebihlanjut, Maradaman
berharap perkaraini dapat
menjadi efek jera bagi
hakim lain. Sidang MKH ini
diketuaioleh Maradaman
Harahap dengananggota
Joko Sasmito, Farid Wajdj,
dan Sukma Violetta dari
KY.Sementara Hakim
Agung Salman Luthan,
Hamdy, dan Edy Armidari
unsur MA.[M




Mengundurkan Diri, MKH
Tak Berwenang Berikan

Sanksi

elainmenggelar MKH
Sterhadap hakim JWL,KY dan

MA juga menggelar MKH
terhadap hakim PN Kupang, Nusa
Tenggara Timur. Hakim berinisial

EW dilaporkan terkait kasus
perselingkuhan.

“Kasus hakim EW ini sebenarnya
masuk dalam lingkup yang sangat
privat, berkaitan dengan perilaku
hakim diluar kedinasan khususnya
berkaitan dengan menjunjung
tinggi martabat keluhuran perilaku
hakim pada saat mengelola rumah
tangga dalamruangprivat,” ujar
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi
KY Farid Wajdi.

Kasusinibermulaadanya
kehadiran dua perempuan lain
diluar isterisah hakim EW.
Terlapor diduga telah melakukan
perselingkuhan sehingga
direkomendasikan pemberhentian
tetap tidak dengan hormat. Bahwa
atas pelanggaran tersebut, hakim
EW telah terbukti melakukan
pelanggaran KEPPH, sebagaimana
diatur dalam Angka 2 poin 1, butir
(1), Angka 3 poin 1butir (1), Angka
7 poin1dan Angka 7 poin 2 butir

(1) Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung Rl dan Ketua
Komisi Yudisial RINomor 047/
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KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.
KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim jo Pasal
6ayat (2) huruf b, Pasal 7 ayat (2)
huruf a, Pasal 11ayat (3) huruf a, dan
Pasal 11ayat (4) huruf a Peraturan
Bersama Mahkamah Agungdan
Komisi Yudisial Nomor 02/PB/
MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.
KY/09/2012.

Sidang MKH digelar pada Rabu
(12/9), tetapi hakim terlapor tidak
hadir. MKH memberikesempatan
EW hadir pada sidang berikutnya
hingga Kamis (27/9) mendatang.
“Sebenarnyakarenakita sudah
panggil dengan patut, maka

bisa saja dilanjutkan sidangnya.
Namun kemudian diputuskan
bahwa ditunda 14 hari sampai
tanggal 27 September 2018, jelas
Ketua Majelis Sidang MKH Aidul
Fitriciada Azhari, di Gedung MA,
Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,
Kamis (13/9).

Pada Kamis (27/9) MKH kembali
digelar. Tim pendamping terlapor
darilkatan Hakim Indonesia
(IKAHI) menyampaikan surat dari
terlapor yang di dalamnyamemuat
keterangan bahwa terlapor telah
mengajukan pengunduran diriatas
permintaan sendiri sebelum masa
pension kepada Ketua MA pada

14 Mei 2018. Kemudian Ketua MA
telah mengusulkan permohonan
tersebut kepada Presiden Rl pada
1Agustus 2018. Atas permintaan
tersebut, Presiden Rl telah
menerbitkan Surat Keputusan
Presiden No.149/P Tahun 2018
tertanggal 28 Agustus 2018
tentang Pemberhentian dengan
Hormat dari Jabatan Hakim di
Lingkungan Peradilan Umum.

“Menimbang, berdasarkan
Petikan Keputusan Presiden
RINomor 149/P Tahun 2018
tanggal 28 Agustus 2018 tentang
Pemberhentian dengan Hormat
dariJabatan Hakim diLingkungan
Peradilan Umum, sehingga
terlapor sudah tidak berstatus
sebagaijabatan hakim sejak 1
Agustus 2018 danoleh karenanya
Majelis Kehormatan Hakim tidak
berwenang untuk memeriksa dan
memutus pelanggaran Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim oleh
terlapor,” tutup Aidul.

Sekadar Informasi, majelis hakim
terdiridari Anggota KY Aidul
Fitriciada Azhari sebagai ketua
majelis, Sukma Violetta, Farid
Wajdi,dan Joko Sasmito. Sementara
perwakilaan MA adalah Hakim
Agung Dudu Duswara Machmudin,
Sumardijatmo dan Purwosusilo. [

www.komisiyudisial.go.id



Foto Bersama Peserta FGD
SOMKY Semarang.

eradilan bersih
menjadisalah
satu cita-cita

reformasidibidang
hukum. Kala itu kondisi
kekuasaan kehakiman
dilndonesia dihadapkan
pada persoalanjudicial
corruption.

Hukum dianggap tidak
berpihak kepada kaum
marjinal karena seringkali
melahirkan ketidakadilan
dan ketidakpastian
hukum. Masyarakatjuga
seringkalimenganggap
sulitnya berhadapan
dengan hukumdan
peradilan.

KY Gandeng
Generasi Muda

Visualkan

Peradilan
Bersih

Adnan Faisal Panji
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SOMKY

Sebagailembaga

yang lahir dariamanat
reformasi, Komisi
Yudisial (KY) memiliki
peran strategis dalam
mewujudkan halitu.

KY mengajak seluruh
elemen masyarakat untuk
sama-sama terlibat,
termasuk generasi muda.
Salah satu cara, yaitu
dengan membentuk
komunitas muda Sobat
Muda KY untuk membantu
KY dalam mewujudkan
peradilan bersih.

Sobat MudaKY
(SOMKY)

Tujuan KY menggandeng
kaum muda yang
dinamakan SOMKY
agarisuhukumdan
peradilan semakin mudah

EDISI
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SOBAT MUDA KY

dipahami. Generasi
muda yang penuh
kreativitas diharapkan
dapat menelurkan
menelurkan karya-karya
visual sehinggamampu
memperbaikidunia
peradilandilndonesia.
Sebagaigagasanawal,
KY menggelar Focused
Group Discussion

(FGD) SOMKY bertema
VisualisasiPeradilan
Bersih ditiga kota, yaitu
Bandung, Semarang, dan
Yogyakarta.

“Selamainimasyarakat
kurang memahami
kondisidunia peradilan
dilndonesiayangtengah
berbenah menuju arah
perbaikan. Untuk itu, kami
berharap melalui wadah
yang dibentuk KY dengan

nama SOMKY inidapat
menjadisalah satu upaya
perbaikan dan mendorong
terwujudnya peradilan
bersih,” urai Roejito dalam
FGD SOMKY, Selasa
(16/10) diBandung.

Menurut Roejito, halitu
bisa dilakukan dengan
mengembangkan

kreativitas dalam bentuk
berupa film, poster, vlog,
infografik, karikatur, dan
lainnya tentang peradilan
bersih. “Namun tetap
adarambu-rambu etika
dalam menciptakan
suatu karya seni, ya. Di
sinilah letak hubungan
antara hukum, etika, dan
estetika yang bertujuan

“Melalui wadah yang dibentuk
KY dengan nama SOMKY

ini dapat menjadisalah

satu upaya perbaikan dan
mendorong terwujudnya
peradilan bersih”

www.komisiyudisial.go.id
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Suasana FGD Sobat Muda KY
(SOMKY) di Yogyakarta.

untuk mendorong dunia
peradilan yang lebih baik,”
tambah Roejito.

Langkah KY tersebut
diapresiasiDosen
Fakultas IndustriKreatif
Universitas Telkom
Lingga Agungyang
menjadi salah satu
narasumber dalam FGD
tersebut. Menurutnya,
senidan hukumitu dapat
dikolaborasikan karena
suatu produk hukumjuga
merupakan produk seni.

“Hukum adalah seni,
karenamanusia perlu
mengimajinasikan
bagaimana caranya
untuk mengatur dan
menertibkan masyarakat.
Jikahukum adalah
suatu peraturan tertulis
maka perluimajinasi
terlebih dahulu untuk
menciptakannya.
Mustahil seorang yang

www.komisiyudisial.go.id

menciptakan produk
hukum tidak memiliki
rasaseniatau estetika,
bagaimanadiabisa
membayangkan suatu
hukum itu diterapkan
nantinya,” ujar Lingga.

Selainitumenurut Lingga,
peran senididalam hukum
menjadi penting ketika
berhubungandengancara
penyampaianinformasi
kepada masyarakat. Jika
dikaitkan dengan tugas
KY, lanjutnya, maka

akan berpotensiuntuk
memengaruhimasyarakat
dalam menjagadunia
peradilan.

“Senimembuat harapan
hidup manusia menjadi
lebih baik, misalnya

kita bayangkan begitu

kita banyak darikita
menyukai musik misalnya,
jikaditanyaalasannya
kenapa? Banyak darikita

tidak bisa menjawabnya
dengan jelas, tetapijauh
didalam lubuk hati, ketika
kita mendengarkan musik
kita akan merasa lebih
baik. Untuk itu, senidapat
dijadikan media untuk
menyampaikaninformasi
yang dapat memengaruhi
masyarakat untuk
menjaga dunia peradilan,”
tandas Lingga.

Kolaborasi Hukum,
Etika dan Estetika

SelainBandung, FGD
SOMKY ditahun 2018 juga
dilaksanakandi 2 kota
lainnya, yaitu Yogyakarta
dan Semarang. Salah satu
fokus pembahasannya
adalah pentingnya etika
dalam menciptakan
karya visual. Menurut
Dosen Fakultas Hukum
UniversitasIslam
Indonesia Yogyakarta
Syarif Nurhidayat,

DESEMBER 2018
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suatukaryayangakan
ditayangkandiruang
sosial maka saatitujuga
akanberbenturan dengan
etika didepannya, estetika
ditengahnya, dan hukum
diakhirnya.

“Suatu karya akandi
awalnya pastiakan
berbenturandengan
etika terlebih dahulu.
Jika bicara etika bukan
benar atau tidak benar,
tetapi baik atau tidak
baik. Selainitu, etika
juga terkorelasidengan
nilai-nilaimoral yang
hidup didalamnya. Baru
setelahitu akan masuk
ke dalam estetika atau
suatu keindahan didalam
karyanya, dan terakhir
suatu karyaituakan
bersinggungan dengan
hukum apabila ada suatu
orang atau perseorangan
yang merasa tersinggung
lalu menyelesaikannya
dijalur hukum,” papar
Syarif, Senin (12/11) di
Yogyakarta.

Dikesempatan sama,
Kepala Sub Bagian
AdvokasiHakim KY Jonsi
Afriantara mencotohkan
halitu. Menurutnya,
adakonten yangdinilai
merendahkan kehormatan
keluhuran martabat
hakim, sehingga KY
melakukan upaya untuk
memberikan advokasi
terhadap hakim tersebut.

“Untukitu harapannya
jikanantiteman-teman
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menciptakan suatu

karya visual, penting
untuk diperhatikan
rambu-rambu etika
dalam menayangkan
karyanya, karenajika
rambu itu dilanggar
besar kemungkinan akan
berurusan dengan hukum
nantinya,” ujar Jonsi.

VisualisasiPeradilan
Bersih

Untuk memvisualkan
peradilan bersih, maka
perluada kolaborasiantara
dunia hukum dengan
dunia seni. Menurut
Dosen Komunikasi
Visual Universitas Dian
Nuswantoro (Udinus)
Semarang Godham Eko
Saputro perandesain
sangat pentingkarena
berhubungandengan
cara penyampaian pesan
kepada masyarakat.

Karyadesaindalam
bentuk visual dapat
berperan sebagaialat
propanda yang positif,
terlebih dimedia sosial.
“Bahasa hukum dapat
dikolaborasikan dengan
bahasadesain,” tutur
Ghodam.

Kepala Program Studi
Magister Hukum
Universitas Semarang
Muhammad Junaidi
menambahkan, kebebasan
bervisualisasimerupakan
hak warga negara, namun
hendaknya kebebasan
tersebut harus disertai

E Konmisi YupisiAL
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Suasana FGD Sobat Muda
KY (SOMKY) diBandung.

dengan etika. “Dalam
memvisualisasikan suatu
obyek harus beracuan
kepada etika. Marikita
bangun budaya visualisasi
peradilan bersihyang
berdasarkan etika,” ajak
Junaidi

Harapan terhadap
PeradilanBersih

Langkah selanjutnya
menurut Roejito selaku
pembina program
edukasipublik, setelah
terbentuknyakomunitas
SOMKY adalah melakukan
penajaman terhadap
komunitas dengan
memberikan pemahaman
isu-isu dunia peradilan
yang lebih mendalam
melalui workshop.

“Komunitas SOMKY yang
terbentuk dari FGDini
akan dipertajam melalui
workshop di tahun
selanjutnya, agar dapat

"Untuk memvisualkan

peradilan bersih, maka

perlu ada kolaborasiantara

dunia hukum dengan dunia

seni. Bahasa hukum dapat

dikolaborasikan dengan

memproduksikarya-karya
visual yangsejalan
dengan cita-citaKY dan
MA dalam mewujudkan
dunia peradilan yang lebih
baik.” Harap Roejito.

Harapan tersebutjuga
sejalan dengan Fanzi
Willy Al Ghifari, salah

satu peserta FGD, dirinya
berharap kegiatan SOMKY
berlanjut dikemudian hari.

bahasadesain”

“Kalau bisa, kegiatan
sepertiinilebih sering
dilakukan ditahun
selanjutnya, karena
temanya bagus dan tidak
biasa yaitu visualisasi
peradilan bersih,

yang semoga dapat
memancing kreatifitas
generasi muda untuk
berkarya,” tandas Fanzi,
ketika ditanya usai
mengikuti FGD. [

www.komisiyudisial.go.id
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Sinergisitas KY dan MA
dalam Pelatihan Hakim

Ikhsan Azhar
Staf Bidang Analisis Komisi Yudisial

disial (KY) adala upayakan peningkatan
kapasitas hakim dalam bentuk pelatihan. Untuk membentengi hakim agar
tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH), KY menyelenggarakan pelatihan KEPPH kepada hakim. Selain
itu, KY juga memiliki pelatihan tematik seperti tindak pidana korupsi dan
pencucian uang, ekonomi syariah, lingkungan, dan sebagainya.
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"geef me goede rechter, goede
rechter commissarissen,
goede officieren van justitieen,
goede politieambtenaren, en
ik zal met een slecht wetboek
van strafprosesrecht het goede
beruken” (berikan aku hakim,
jaksa, polisidan advokat yang
baik, maka aku akan berantas
kejahatan meskipun tanpa
secarik undang-undang
pun).”

elatihan, yang
berasal dari
kata latih, dapat

bermakna proses, cara,
perbuatan melatih,
kegiatan atau pekerjaan
melatih. Sehingga bisa
disebut pelatihan KEPPH
dan tematik merupakan

6 orang hakim yang
terjaring operasi tangkap
tangan (OTT) Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK).

Kedua, dalam kaitan
pelanggaran etik, data
yang telah dihimpun KY

prosesataucara terdapat 624 hakimyang
belajar yang tujuannya telah KY putuskan terbukti
membiasakan diri hakim melanggar KEPPH dan

diusulkan untuk diberikan
sanksike MA.Dari 624
orang hakim tersebut,
30diantaranya bahkan
diusulkan ke forum Majelis
Kehormatan Hakim.

dengan KEPPH dan materi
yang tematik tertentu.

Hal itu menjadi penting
mengingat, pertama,
dalam catatan penulis
yang diperoleh dari
berbagai sumber
pemberitaan, sepanjang
tahun 2016-2018 terdapat

m Konmisi YupisiAL

Sementaraitu, dalam
laporantahunan MA
tahun 2017, pada halaman
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MA

145, disebutkan bahwa
sepanjang tahun 2017 MA
telah menjatuhkan sanksi
(ringan, sedang, dan berat)
kepada 60 hakim.

Ketiga, adalah terkait
sorotan publik terhadap
putusan hakim. Yang
paling sering publik
sorotadalah putusan
hakim seakan hanya
menonjolkan sisikepastian
hukumnya, atau sesuai
denganisiperaturan
perundang-undangan,
belum terlalu menonjolkan
sisikemanusiaan.

Lebihjauhlagi, urgensi
hakim diberikan pelatihan
KEPPH dan tematik

adalah karena profesi
hakim merupakan profesi
yang karena putusannya
dapat menghilangkan
atau mencabut kebebasan
orang, mengalihkan hak
kepemilikan orang, hingga
mencabut hak hidup
seseorang.

Atasdasaritu,B.M.
Taverne, seorang

pakar hukum negeri
Belanda memberikan
pernyataan mengenai
begitu pentingnya profesi
hakim. Pernyataan
tersebut adalah “geef
me goede rechter, goede
rechter commissarissen,
goede officieren van
justitieen, goede politie

www.komisiyudisial.go.id



ambtenaren, en ik zal

met een slecht wetboek
van strafprosesrecht het
goede beruken” (berikan
akuhakim, jaksa, polisi
dan advokat yang baik,
maka aku akan berantas
kejahatan meskipun tanpa
secarik undang-undang
pun).Dengan perkataan
lain, “berikan padaku
hakim danjaksayangbaik,
maka dengan hukum yang
buruk sekalipun saya bisa
mendatangkan keadilan”.

KewenanganKY dan
MA

Mahkamah Agung (MA)

danKY merupakan
dualembagayang

www.komisiyudisial.go.id

Suasana saat pelatihan tematik
Tipikor dan Pencucianuang.

undang-undang
perintahkan bertugas
untuk melaksanakan
pelatihan hakim.
Kewenangan MA tersebut
diatur dalam Pasal 21ayat
(1) Undang-undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman,
yang menyebutkan
"Organisasi,administrasi,
dan finansial Mahkamah
Agungdanbadan
peradilanyangberadadi
bawahnyaberada dibawah
kekuasaan Mahkamah
Agung’. SementaraKY
diatur dalam Pasal 20
ayat (2) Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial, yang
bunyinya adalah .. Komisi
Yudisial juga mempunyai
tugas mengupayakan
peningkatan kapasitas
dan kesejahteraan Hakim.

Penjelasan diatas seakan
menunjukkan bahwa
keduanya tidak secara
eksplisit dinyatakan
mempunyai tugas
melakukan pelatihan
hakim. Yang ada hanyalah
tugas MA melaksanakan
pelatihan berasal dari
diksikata organisasi, yang
bisa dimaknaibahwa

MA memang ditugaskan
melakukan pelatihan
hakim.

Bahkantidak hanya
pelatihan, tapijuga
pembinaan hakim secara
menyeluruh, mulai dari
seleksihingga promosi
dan mutasi, termasuk juga
kesejahteraan hakim.

Begitupundengan

KY, tugas pelatihan
tersebut berasal frasa
peningkatan kapasitas.
Yang apabila diperhatikan
lebih seksama, dapat
dimaknaimeningkatkan
kemampuan atau
pengetahuan. Bagaimana
caranya, yaitu melakukan
pelatihan hakim.

Deskripsitersebut
memberikan penegasan
bahwa kedua lembaga,
yaituMA danKY betul
memiliki tugas yang sama

DESEMBER 2018
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dalam hal melakukan
pelatihan hakim.

PentingnyaBersinergi

Fenomenahakimyang
terkena OTT, banyaknya
hakim yang dinyatakan
terbuktimelanggar
KEPPH, dan sorotan
publik terhadap putusan
hakim, merupakan
pertimbangan-
pertimbanganyang
menjadidasar begitu
pentingnyaKY dan

MA bersinergidalam
melakukan pelatihan
hakim.

Dikatakan penting, karena
publik berharap dengan
adanya pelatihan, bahkan
dimasifkannya pelatihan
hakim, hakimyang
terkena OTT KPK, jumlah
hakim yang dinyatakan
terbukti melanggar
KEPPH bisa berkurang
atau diminimalisir. Begitu
jugadengan kualitas
putusan, bisa lebih atau
minimal menyeimbangkan
antar kepastian hukum
dengan keadilan maupun
kemanfaatan.

Disisilain, pelatihan hakim
juga begitu penting karena
kedualembaga iniseakan
mempunyai tujuan yang
sama dalam melaksanakan
pelatihan untuk hakim.

KY menginginkan adanya
perwujudan hakim

yang bersih, jujur,dan
kompeten. Begitu pun
dengan MA.

EDISI
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Dalam laporan
tahunannya tahun

2017, halaman 98, MA
menyebutkan sistem
pendidikan dan pelatihan
untuk mendapatkan
sumber daya manusia,
salah satunya hakim, yang
kompeten dengankriteria
objektif, berintegritas, dan
profesional.

Maksud bersinergi
disiniadalah kedua
lembaga bisa membuat
kegiatan pelatihan secara
bersama-sama atau
gabungan, sebagaimana

artikata sinergiyang

disebut dalam KBBIl online,

yaitu kegiatan atau operasi
gabungan.Bisajuga
dengan membuat modul
bersama, perihal pelatihan
KEPPH dan tematik.

Misal, KY dan MA
membuat modul secara
bersama-sama. Untuk
KEPPH, fokusnya

adalah wilayah danusia
yang hakim banyak
mendapatkan sanksi etik,
baik oleh MA maupun
oleh KY.Sementara untuk
tematik, fokusnya adalah

jenis perkara yang banyak
dimasing-masing wilayah
danhasil eksaminasi
putusan hakimdi
masing-masing wilayah
tersebut.

Dengan hasil eksaminasi
tersebut, kemudian
diperoleh sasarandan
fokus materiyang
dilatih. Selanjutnya
setelah dilatih, kemudian
putusan-putusan hakim
yang dilatih kemudian
diteliti lagi untuk
mengukur efektivitas hasil
pelatihan.

Suasana saat pelatihan KEPPH
diManado.

Harapannyadengan
pelaksanaan pelatihan
sepertidiatas,
pemahaman hakim-hakim
mengenai KEPPH dan
materi-materijenis
perkara pelatihan tematik
bisa lebih baik dan
meningkat.

Dengan begitu,

bisa membuat jenis
permasalahandiatas
bisa diminimalisir,dan
terwujudkan hakimyang
bersih, berintegritas, dan
kompeten sebagaimana
harapan KY dan MA.[{

“Dalam laporan tahunannyatahun 2017, halaman 98, MA

menyebutkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk

mendapatkan sumber daya manusia, salah satunya hakim, yang

kompeten dengan kriteria objektif, berintegritas, dan profesional”
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KASUS BLBI
KEMBALI MENJADI
HANGAT

A.J Day

engan dipidananya mantan ketua Badan
D Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),

Syafruddin Arsyad Temenggungoleh
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada
tanggal 24 September 2018, dimana terdakwa
dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun dan denda
sebesar Rp. 700 juta subsider 3 bulan kurungan,
maka kembali kasus BLBI menjadi perhatian
masyarakat ramai.

Putusan pengadilan tersebut lebih ringan dari
tuntutan JPU yang menuntut yang bersangkutan
dengan penjara 15 tahun dan denda Rp. 1 miliar
subsider 6 bulan kurungan. Dengan tegas putusan
ditolak oleh terdakwa pada saat putusan diucapkan,
karena merasadirinya tidak bersalah, sehingga
berapapun hukuman yang dijatuhkan dan seringan
apapun akan ditolaknya karena apa yang dilakukan
hanyalah menjalankan perintah Presiden pada tahun
2002 sebagaiatasannya.

Mengapa Kasus BLBI menjadi viral?

Sebabnyaialah karena kasus tersebut merupakan
kasus Mega Korupsi yang merugikan negara triliunan
rupiah, dan terjadi 15 tahun yang lalu, namun baru
disidangkan dan diputus pada tanggal 24 September
2018, dengan Syafruddin Arsyad Temenggung
sebagai terdakwa/terpidana.

www.komisiyudisial.go.id

Kasus BLBIBank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)
dengan Sjamsul Nursalim sebagai tersangka, namun
dihentikan pada tanggal 13 Juli 2004, karena BDNI
telah mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL)
yang diterbitkan oleh Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN).

Apakah sesungguhnya kasus BLBI itu?

BLBI adalah singkatan dari Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia yaitu bantuan yang diberikan oleh
Bank Indonesia atas permintaan bank-bank yang
mengalamilikuiditas sebagai akibat krisis ekonomi
yang terjadi pada tahun 1997.

Pemberian BLBI adalah kebijakan dari Bank
Indonesia untuk menjaga kestabilan perbankan
dilndonesia karena krisis moneter pada waktu

itu. Bank-bank yang mengalami saldo negatif
mengajukan permohonan untuk mendapatkan
bantuan likuiditas berjumlah 48 bank. Jumlah dana
BLBI yang dikucurkan adalah Rp. 148 triliun.

Kasus BLBIyang diputus oleh pengadilan tipikor
padatanggal 24 September 2018 dengan Syafruddin
Arsyad Temenggung sebagai terdakwa adalah
menyangkut BLBI yang diberikan kepada Bank
Dagang Nasional Indonesia (BDNI)/Sjamsul
Nursalim, salah satu bank yang menerima BLBI
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sebesar Rp. 27,4 triliun
pada Januari1997,
danoleh BPPNyang
dipimpin oleh Syafruddin
Arsyad Temenggung
telah menerbitkan

Surat Keterangan

Lunas (SKL) setelah
BDNImenyerahkan
sejumlah asetnya sebagai
pembayaran, namun
ternyata kemudian
hutang yang masih tersisa
sebesar Rp. 4,58 triliun.

Tindak Pidana
Korupsi?

Dalam keadaan krisis
ekonomipada tahun 1997,
ditempuhlah jalan keluar
oleh BankIndonesia
yang dapat dikatakan
suatu kebijakan yang

EDISI
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extraordinary,dengan
memberikan bantuan
kepada bank-bank yang
mempunyai saldo negatif.
Ternyata banyak bank
yang menerima BLBI
tidak membayar kembali
danatalangantersebut
atau tidak sepenuhnya
membayar namun telah
diterbitkan SKL.

Sebelumnya kebijakan
BankIndonesia

untuk membenahi
dunia perbankan di
Indonesiaialahialah
dengan melakukan
merger beberapa bank
dengan cara sesuai
yang disyaratkan Bank
Indonesia, untuk dapat
dinaikkan rate-nya
menjadi Bank Devisa.

DESEMBER 2018

llustrasikasus BLBI

Kebijakanlama
tersebut telah diganti
dengan kebijakan

baru yaitu liberalisasi
yang melahirkan
bank-bank baru, malah
sampairatusanyang
didirikan oleh sejumlah
konglomerat.

Bank-bankinikemudian
memberikredit kepada
perusahaan-perusahaan
miliknya sendirisehingga
akhirnya bank-bankini
tidak dapat membayar
dana talangan berupa
BLBI kepada Bank
Indonesia.

Tugas untuk menarik
kembali dana tersebut
diberikan kepada Badan
Penyehatan Perbankan

Nasional (BPPN) yang
dibentuk pada tahun
1998 yang dipimpin
oleh Syafruddin Arsyad
Temenggung.

Dalam kasus BLBI

yang disidangkan oleh
Pengadilan Tipikor, BDNI
adalah salah satu obligor
yang menerima BLBI
dengan Sjamsul Nursalim
sebagaipemegang
saham pengendali BDNI,
yang menerimadana
BLBIsebesar Rp. 37
triliun pada tahun 1999,
yang sesungguhnya
adalah bank yang telah
dibekukan operasionalnya
akibat krisis ekonomi.

Ketika BPPN menagih ke
BDNI/Sjamsul Nursalim,

www.komisiyudisial.go.id



BDNImenyerahkan
sejumlah asetnya kepada
BPPN, lalu atas dasar
Ipres No. 8 Tahun 2002
menerbitkan Surat
Keterangan Lunas (SKL).

Intidarilnpres tersebut
adalah memberikan
kepastian hukum
kepada obligor yang
membayarkan kembali/
melunasi pembayaran,
dantindakan hukum
bagidebitur yang

tidak menyelesaikan
kewajibannya
berdasarkan perjanjian
PKPS atau Penyelesaian
Kewajiban Pemegang
Saham.

Dalam sidang perkara
tersebut salah seorang
saksi, yakni mantan
MenteriPerencanaan
Pembangunan
Nasional dan Kepala
Bappenas, Kwik Kian Gie
menerangkan bahwa
pemberian SKL terhadap
BDNlatau obligor Sjamsul
Nursalim tidak tepat

karena tidak kooperatif
dalam melunasihutang
BLBIyangditerimanya,
karena syarat untuk
mendapat SKL adalah
Bank kooperatif dan
BDNItidaklah Bank yang
kooperatif.

Ternyata setelah
menerima masukan
dariBPPNi.e terdakwa
sebagaiKetua BPPN
lalu disetujuiuntuk
diterbitkan SKL kepada
sejumlah bank yakniBank
BCA, BDNI, Bank Umum
Nasional, Bank Surya,
danBankRisjad Salim
Internasional.

Pertanyaannyaapakah
ini bukan persoalan
perdata, dimana

terjadi wanprestasi?
Dimana letak perbuatan
pidananya? Dan apakah
perbuatan tersebut
melanggar hukum
sepertiperbuatan
tersebut merupakan
unsur delik dari pasal

2 Undang-undang No.

31Tahun 1999 yang
telah diubah dengan
Undang-undangNo.
20 Tahun 2007tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagai
salah satu obligor yang
menerima BLBI?

Walaupun BDNIdengan
Sjamsul Nursalim
sebagaipemegang
saham pengendali BDNI
belum melunasinya
sebanyak Rp. 4,8 triliun.
Halinidiungkapkan
oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dalam
auditinvestigasioleh
BPKyangterungkap
disidang. Menurut audit
investigasi BPK ada 4
jenis penyimpangan yang
dilakukan oleh BPPN.

Dariuraiandiatasjelas
bahwa kasus inibukanlah
wanprestasioleh BDNI/
Sjamsul Nursalim, tetapi
perbuatan terdakwa
sepertiyangdidakwakan
oleh JPU, melawan hukum
untuk memperkaya diri

“Dikatakan melawan hukum formil apabila

yang dilakukan telah memenuhi syarat

yang dilarang atau diperintahkan oleh

undang-undang, sedangkan melawan hukum

materiil ialah perbuatan yang tercela dalam

masyarakat atau yang melanggar normalain

www.komisiyudisial.go.id
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sendiriatauorang lain
atau suatu korporasi
yang dapat merugikan
keuangannegara atau
perekonomian negara
(Pasal 2 Undang-undang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi), atau
setiap orang yangdengan
tujuan menguntungkan
dirisendiriatau suatu
korporasiyang merugikan
keuangannegara atau
perekonomian negara
(Pasal 3Undang-undang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi).

Jelas bahwa pasal-pasal
tersebut telah
didakwakan kepada
terdakwa dalam bentuk
dakwaan alternatif.
Penerbitan SKL inilah
yang merupakan
perbuatan melawan
hukum, karena syarat
untuk itu sesuaidengan
makna SKL atau Surat
Keterangan Lunas,
padahal kenyataannya
BDNImasih punya hutang
sebesar Rp. 3,7 triliun
yang belum dibayar.

Jelas bahwa penerbitan
SKL oleh terdakwa
bertentangan

dengan ketentuan
Undang-undang,

yaitu Pasal 2 UU No.
31tahun1999joUU
No.20/2001tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang
merupakan unsur delik
yaitu perbuatan melawan
hukum, memperkaya diri
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SUDUT HUKUM

4

sendiriatauoranglain
atau korporasi, dapat
menimbulkan kerugian
bagi keuangannegara
atau perekonomian
negara.

Apakah
sesungguhnya
perbuatan melawan
hukumitu?

Melawan hukum
(wederrechtelijk) dibagi
atas duajenis yaitu:

1. Melawan Hukum
Formil;

2. Melawan Hukum
Materiil.

Dikatakan melawan
hukum formil apabila
yang dilakukan telah
memenuhi syarat
yangdilarang atau
diperintahkan oleh
undang-undang,
sedangkan melawan
hukum materiilialah
perbuatan yangtercela
dalam masyarakat atau
yang melanggar norma
lain dalam masyarakat.

Menurut yurisprudensi
yang selamainiberlaku
maka seseorang hanya
dapat dipidana apabila
perbuatannya memenuhi
rumusan delik yang
disebut unsur-unsur
delik (bestanddeel) dan
juga tidak melawan
hukum materiil, karena
melawan hukum materiil
walaupun belum melawan

21 Komisi YupisiaL
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hukum formil tetap saja
pelakunya tidak dihukunm,
tetapibukan putusan
bebas (vrijspraak) seperti
yang terjadiapabila
salah unsur perbuatan
pidana tidak terbukti
tetapi putusannya

adalah ontslagvanalle
rechtsvervolging/lepas
darituntutan hukum.

Dalam kaitan
perbuatan-perbuatan
melawan hukum formil
dan melawan hukum
materiil perlu diingat
Putusan Mahkamah
KonstitusiRINo.
003/PUU-IV/2006
tanggal 24 Juli 2006
yang menyatakan
tentang Pasal 2 ayat

(1) Undang-undang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, bahwa
tentang melawan hukum
materiil dalam tindak
pidanakorupsi tidak
mengikat.

Putusan MKiini
sesungguhnya sejalan
dengan yurisprudensi
yang selamainiberlaku
yaitu pelaku pidana
tidak dapat dipidana
kecuali melawan hukum
formil, namun walaupun
melawan hukum formil
namun tidak melawan
hukum materiil maka
pelaku lepas darisegala
tuntutan (ontslag van alle
rechtsvervolging).

Akibat perbuatan
melawan hukum yang

GG

Putusan MK ini
sesungguhnya sejalan

dengan yurisprudensi

yang selama ini berlaku yaitu
pelaku pidana tidak dapat
dipidana kecuali melawan

hukum formil

dilakukan oleh terdakwa
ternyataadaorang

atau korporasiyang
diperkaya, karena SKL
telah diterbitkan padahal
BDNI/Sjamsul Nursalim
dengan asset-aset yang
diserahkan ternyata
belum mencukupijumlah
BLBIyangdiberikan
kepada BDNIsebagai
obligor, masih tersisa Rp.
4,75 triliun.

Halinidijelaskan oleh
ahlidariBPK, karena
obligor telah melakukan
misrepresentasidengan
menyatakan piutang
Rp. 4,8 triliun petambak
sebagaiaset lancar
padahal tidak.

Siapayangdiperkaya
dalam perbuatanini?
BDNIyang merupakan
korporasidanyang

o)

dirugikan adalah
keuangannegara.

Dengan demikian maka
unsur-unsur tipikor yang
diatur dalam Pasal 2
ayat (1) Undang-undang
Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi
merupakan dakwaan
alternatif | yang
dinyatakan terbuktioleh
Majelis Hakim.

Untuk menjaga
kemungkinan-
kemungkinanyang
mungkin terjadi maka
JPUjuga mendakwakan
Pasal 3 sebagai dakwaan
alternatif Il. Terdakwa
dengan tegas menyatakan
tidak menerima putusan
karenaiamerasahanya
menjalankan perintah
atasan atau perintah
Undang-undang.
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Apakahitu “Perintah
Atasan/Superior
Orders™?

Pasal yang mengatur
tentang haliniadalah
Pasal 51TKUHP. Kalau
benar ada perintah atasan
maka halitu merupakan
Alasan Pembenar
(rechtvaardigingsgrond)
maka perbuatan terdakwa
dibenarkan, artinya
perbuatan tidak melawan
hukum dan terdakwa
dibebaskan.

Dalamkasusinitelah
diterangkanoleh salah
seorang saksibahwa
setelah mendapat
masukan dariterdakwa
ataupun sejumlah pihak,
munculah perintah
untuk menerbitkan SKL
bagiparaobligor BLBI
yang kooperatif dalam
melunasi hutangnya.

Ternyatamenurut ahli
dari BPK, BDNIbelum
melunasihutangnya
karena masih hutang Rp.
4,58 triliun, jadi terbitnya
perintah atasanini
adalah atas masukan dari
terdakwa sehingga atasan
memberi persetujuan
untuk menerbitkan SKL.
Karena dakwaan JPU ada
dikaitkan dengan Pasal
55 KUHP, maka tentu
ada pihak lain sebagai
peserta dalamkasus
tersebut. Masyarakat
tentu menunggu siapa
yang akan diungkapkan
selanjutnyaoleh JPU.
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“Dalam kasus ini telah diterangkan oleh

salah seorang saksibahwa setelah mendapat

masukan dariterdakwa ataupun sejumlah

pihak, munculah perintah untuk menerbitkan

SKL bagipara obligor BLBI yang kooperatif

Upaya Hukum

Terdakwa jelas akan
melakukan upaya
hukum yaitu banding ke
Pengadilan Tinggi. Untuk
itu Terdakwa bersama
penasehat hukumnya
akan mengajukan
memoribanding, dan
JPUharus siap dengan
kontra memoribanding.
Masyarakat tentu
berharap agar JPU dapat
melakukannyadengan

dalam melunasi hutangnya”

baik, sehingga upaya
hukum apapun baik

upaya hukum biasa yaitu
banding dan kasasi,
maupun upaya hukum luar
biasa berupa peninjauan
kembali,agar benar
keadilan ditegakkan.

Siapakahyangakan
menyusul?

Kasus korupsi BLBI baru
satuyangdiajukanke
pengadilan, yaitu yang

menyangkut penerbitan
SKL terhadap BDNI. Kasus
korupsi selalu terkait
sejumlah orang, sehingga
dakwaan JPU selalu
di-juncto-kanPasal 55
KUHP yang menyangkut
penyertaan (deelneming).
Siapakahyang akan
menyusul? Selainitu
yang baru diputus adalah
yang menyangkut BLBI.
BDNI, bagaimanadengan
yang lainnya? Masyarakat
Menunggu!![§

&~ _<Kupas Tuntas Skandal/ BIBIEEEE.
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KY Raih WTP Dua Belas Kali
Berturut-turut

omisi Yudisial (KY)
kembali mendapat
opiniwajar tanpa

pengeculian (WTP) dari
pemerintah. Opini WTP
didapatkanKY karena
laporan keuangan yang
baik, sehat dantransparan.
Terhitung sejak tahun
2007 hingga tahun 2018,
KY telah mendapatkan 12
kaliopini WTP.

Prosesi penyampaian
penghargaan dilakukan
oleh MenteriKeuangan
SriMulyanikepada Ketua
KY jaja Ahmad Jayus.
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Penghargaan tersebut
diberikan dalam Rapat
KerjaNasional (Rakernas)
Akuntansidan Pelaporan
Keuangan Pemerintah
Tahun 2017 karenaKY
telah mendapat opiniWTP
dari BPK minimal lima kali
berturut-turut, di Gedung
Dhanapala, Kementerian
KeuanganRI, Jakarta,
Kamis (20/9).

SriMulyanidalam
sambutannya mengatakan
bahwa OpiniWTP
tersebut merupakan

salah satu perwujudan

Prosesi penyampaian penghargaan
dilakukan oleh Menteri Keuangan SriMulyani
kepadaKetuaKY Jaja Ahmad Jayus.

pengelolaan keuangan
negarayang sehat.

Setiap tahun pengelolaan
keuangan negaraterus
mengalamiperbaikan
sehingga berdampak pada
meningkatnya capaian
opini. Peningkatan capaian
opinijuga harusdiiringi
dengan pemanfaatan
informasi pada laporan
keuangan tersebut.

“Laporankeuanganjangan
hanya disimpan dilemari,
tetapiinformasinya

harus dimanfaatkan
dalam perencanaan,

evaluasi, dan pengambilan
keputusan-keputusan
strategis lainnya. Selain
itu laporan keuangan
yang baik bukan

hanya berdampak pad
prestasitetapijuga

dapat mensejahterkan
masyarakat,” ujar mantan
Direktur Pelaksana Bank
Duniaini.

Ditemui usai mendapat
penghargaan, Ketua

KY Jaja Ahmad Jayus
mengucapkan syukur dan
berterima kasih kepada
jajaran kesekjenan yang

www.komisiyudisial.go.id
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telah bekerja dengan
baik sehingga KY
mendapatkan opini WTP
tersebut.

Menurut JajaopiniWTP
adalah penilaian pihak
luar yang telah melihat
danmenilaikinerjaKY.
Hal tersebut diraih berkat
kerjakeras dariseluruh
jajaran.

“Perbaikisegala
kekurangandan
pertahankan opini

WTP tersebut sehingga
tiap tahunKY akan
mendapatkannya,” harap
Jaja.

KY kembali menorehkan
prestasikembali
dengan meraih predikat
Menuju Informatif
dalam Penganugerahan
Keterbukaan Informasi
Publik 2018 kategori
lembaganegaradan
lembaga pemerintahan
nonkementerian.

Penganugerahan
diserahkan oleh Ketua
KomisiInformasiPusat
(KIP) Gede Narayana di
hadapan Wakil Presiden
JusufKalladanpara
MenteriKabinet Kerja
kepada Plt Sekretaris
Jenderal KY Ronny
Dolfinus Tulak dilstana
Wakil Presiden, Jakarta,
Senin (5/11).

Berbeda dengan tahun

lalu yang ditentukan
dengan peringkat, tahun

www.komisiyudisial.go.id

ini penghargaan diberikan
dengan limakategori.
Kategoripertamaadalah
informatif (nilai 90-100),
menujuinformatif (nilai
80-89,9), cukupinformatif
(nilai 60-79,9), kurang
informatif (nilai 40-59,9),
dan tidak informatif (nilai
<399).

Ketua KIP Gede Narayana
menjelaskan, partisipasi
badan publik terhadap
keterbukaaninformasi
meningkat, ditandai
dengan banyaknya
pengembalian kuesioner
sebesar 62,83 persen
kepadaKIP.

“Tingkat partisipasi badan
publik yang dilihat dari
pengembalian kuesioner
pada tahuninimengalami
kenaikan, tepatnyadari
460 badan publik, yang
mengembalikan kuesioner
sebanyak 289 badan

publik atau 62,83 persen,”
ujar Gede.

Dalam sambutannya,
Wakil Presiden RI Jusuf
Kalla menyampaikan
bahwa di era keterbukaan
informasiini,adatiga
halyang sudah berubah
dilndonesia. Yaitu
negarayang makin
demokratis, peralihan
darisistem sentralisasi
ke otonomi daerah, dan
persyangsebelumnya
diatur oleh pemerintah
menjadipers yang
sangat bebas. Perubahan
menuju demokrasi
menuntut adanya
keterbukaan informasi.
Menurutnya, keterbukaan
merupakan energiuntuk
mencerdaskan bangsa.

“Perlu keterbukaan
informasi publik
dilaksanakan dan terus
didorong, dan diawasiagar

KY kembali mendapat Opini Wajar
tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih
berturut-turut sejak tahun 2007.
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bisa berjalan baik,” ungkap
JK.

Ditemuiusaiacara,
Kepala Pusat Analisis
danLayanan Informasi
KY selaku Pejabat
Pengelola Informasidan
Dokumentasi (PPID) KY
Roejito mengungkapkan
kebanggaan atas
penganugerahanini.
laberharap capaianini
akan menjadicambuk
untuk lebih baik dalam
pengelolaaninformasi
publik diKY.

“Terimakasih kepada
semua pihak yang

telah bekerjakeras atas
capaianini. Penghargaan
inimerupakan bentuk
kerjasama dan komitmen
KY dalam melaksanakan
amanatundang-undang
keterbukaan informasi
publik,” kata Roejito. (Eka
Putra/Festy/Jaya) [
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Pemberhentian Hakim Hanya
Melalui MKH

% /inly  sshidgie,
: f Sy :

bagir “anan, S.H.,M
P er Wi l EEFS. “J

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul
Fitriciada Azhari menjadi salah satu
narasumber dalam Seminar Nasional di DPR.
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Komisi Yudisial (KY) dan " | | |
enjatuhkan  Hakim JWL terbukti
Mahkamah Agung WA) sanksiberat  melakukan pertemuan
. e 9s kepada dengan pihak yang
melqluz Majelis Kehormatqn terlapor JWL berupa berperkars. Selain
Hakim (MKH) memberhentikan pemberhentian tetap itu, ia menerima suap
. . . denganhak pensiun sebesar Rp 15 juta untuk
dengan hormat hakim yustisia karena telah terbukti meringankan hukuman
di Pengadilan Tinggi (Pf) melanggar KodeEtikdan  syatukasus saat menjabat
Lo Pedoman PerilakuHakim,”  sebagai hakim di PN
Gorontalo berinisial JWL, Rabu ucap Wakil Ketua KY Manado di tahun 2014.
. e Maradaman Harahap yang
(10/10) dl Gedung w2770n0 bertindak sebagai ketua “Meskipun jumlah uang
Prodjodikoro, MA, Jakarta. majelis saat membacakan  syapyangdilaporkan
putusan. sebesar Rp15juta, namun
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KowistYupisiar, | oktoser - www.komisiyudisial.go.id




MKH berpendapat ini
bukanlah persoalan
besar kecilnya nilai uang
yangdiduga diterima,
tetapisoal pelanggaran
etik yang dilakukan
hakim terlapor,” tegas
Maradaman.

Susunan MKH terdiridari
Maradaman Harahap
sebagaiKetua, adapun
susunan anggota lainnya,

yaitu Sukma Violetta, Joko

Sasmito dan Farid Wadiji
dariKY.Sedangkan dari
MA, yaitu Hakim Agung
Salman Luthan, Hamdi
danEddy Army.

Dalam kesempatan
berbeda, Anggota

KY Aidul Fitriciada
Azharimenjabarkan
bahwa hakim dapat
diberhentikan melalui
MKH. Salah satu fakta
unik, tidak ada lembaga
atau pejabat yang dapat

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA
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memberhentikan hakim.
Tidak KY, MA, bahkan
Presiden.

“Jika pelanggaran KEPPH
memiliki potensi tindak
pidana, maka prosesnya
akan dilaksanakan
beriringan dengan MKH.
Misalnya jika ada oknum
hakim terindikasi suap,
maka untuk proses tindak
pidananyadiserahkan

ke KPK atau Kepolisian.
MKH tetap jalan untuk
proses pemberhentian,”
jelas Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas
Muhammadiyah
Surakartaini saat menjadi
salah satu narasumber
dalam Seminar Nasional
yang diselenggarakan
oleh Mahkamah
Kehormatan Dewan DPR
RIdiRuang Pustakaloka
Gedung NusantaralV
MPR-DPRRI, Jakarta,
Senin (8/10).

Aidul mengisi sesiketiga
dalam seminar yang
mengambil tema “Peran
Lembaga Etik Dalam
Mengawasidan Menjaga
Perilaku Etik Pejabat
Publik”. Hadir pula Deputi
Pengawasan Internal dan
Pengaduan Masyarakat
KPKHerry Muryanto
dan Dosen Universitas
Padjajaran Indra Perwira
sebagainarasumber lain.

Dalam Keputusan
Bersama KY-MA Tentang
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH),
etika diartikan sebagai
kumpulan asas atau nilai
yang berkenaan dengan
akhlak mengenaibenar/
baik dan salah/buruk
yangdianut satu golongan
atau masyarakat.
Perilaku dapat diartikan
sebagaitanggapan atas
reaksiindividu yang
terwujud dalam gerakan

l'mte
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Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul

Fitriciada Azhari menerima penghargaan
seusai menjadinarasumber.
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(sikap) dan ucapanyang
sesuaidenganapayang
dianggap pantas oleh
norma-normayang
berlaku.

“Jadi perilaku etis adalah
sikap dan perilaku
yangdidasarkan
kepadakematangan
jiwa yang diselaraskan
dengan norma-norma
yang berlaku didalam
masyarakat,” ujar Aidul
membuka pemaparan.

Pengertiandiatas lalu
dimanifestasikan dalam
10 prinsip KEPPH, dimana
10 prinsip KEPPH tersebut
didasarkan pula pada
Bangalore Principle of
Judicial Conducts, 2002.

Adanya perumusan
prinsip KEPPH antara
KY-MA merupakan upaya
preventif pelanggaran
etik oleh hakim. Agar
hakim semakin paham
akan prinsip tersebut,
maka perlu dilakukan
pelatihan untuk
semakin meningkatkan
pemahaman KEPPH.

“KY mengadakan
pelatihan bagiratusan
hakim tiap tahun tentang
KEPPH. Hal tersebut
merupakan salah satu
komitmenKY dalam
rangka melakukan upaya
pencegahan pelenggaran
KEPPH oleh hakim,”

kata Aidul. (Noer/Jaya/
Gaudi-Festy)
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KY Jalin Nota Kesepahaman
dengan SIGAB

Penandatanganan nota
kesepahaman KY dengan Sasana
Inklusidan Gerakan Advokasi
Difabel (SIGAB)

omisi Yudisial (KY)
Ksepakat melakukan

penandatanganan
notakesepahaman

dengan Sasana Inklusidan
Gerakan Advokasi Difabel
(SIGAB). Halini sebagai
wujud komitmen KY dalam
mendukung kemudahan
akses hukum bagi difabel.
Penandatanganan
bertepatan saatdigelarnya
Temu Inklusibertajuk
Menuju Indonesia Inklusif
2030 melaluilnovasi
Kolaboratif. Menurutnya,
kehadiranKY dalam

Temu Inklusi2018ini
merupakan representasi
darimasyarakat pencari
keadilan, terutama

E Konmisi YupisiAL

EDISI

OKTOBER
DESEMBER 2018

masyarakat difabel yang
berhadapandengan
hukum. la berpendapat,
penting bagi difabel untuk
mendapatkan akses

yang spesial baik dari
sisikebijakan, maupun
penegakan hukum.

“Difabel memiliki
kebutuhan yangkhusus.
Untukitu, penting bagi
mereka mendapatkan
aksesyang spesial, baik
darisisipengambilan
kebijakan, maupun fasilitas
dalam proses penegakan
hukumbagimerekayang
berhadapandengan
hukum,” tegas Farid, Selasa
(23/10) diBalaiDesa

Plembutan Kecamatan
Playen, GunungKidul
Yogyakarta.

Sementaraitudalam
sambutannya, Direktur
SIGAB Suharto
menijelaskan, Temu Inklusi
2018 ini merupakan sarana
yang mempertemukan
antarapemerintah dan
masyarakat dengan difabel
sehingga kerjasama
dengan berbagai pihak
sangat dibutuhkan. “Temu
Inklusi merupakan ajang
untuk mempertemukan
antaraunsur masyarakat,

difabel dengan pemerintah.

Untuk itu, kamipun
mengundang seluruh

organisasidifabel yang
berada diNusantara untuk
berpartisipasidalam
kegiatan TemuInklusi 2018
ini. Kamihaturkan terima
kasih atas pihak-pihak
yang mendukung
terselenggaranyakegiatan
ini,” ucap Suharto.

Harapan ke depan,
menurut Suharto, agar
antaramasyarakat, difabel,
dan pemerintah dapat
berkolaborasimenuju
Indonesiainklusi 2030
melaluiinovasikolaboratif.
“Kamiberharap akan
adasinergiyang positif
dankolaborasiyang
berkesinambunganantara

www.komisiyudisial.go.id
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masyarakat, pemerintah,
dandifabel untuk
mewujudkan Indonesia
yanginklusif,” Tandas
Suharto.

Tidak hanyadengan
SIGAB, seminggu
sebelumnya Ketua Komisi
Yudisial (KY) Jaja Ahmad
Jayusjugamelakukan
penandatangan MoU
sekaligus mengisiKuliah
Umum dengan tema
“Peranan KY dalam Rangka

{ KOMISI YUDISIAL/EKA

KetuaKY Jaja Ahmad Jayus
menyerahkan cinderamata seusai
penandatanganan nota kesepahaman.

O MAJALA

Melakukan Pengawasan
Kinerja Hakim-Hakim di
Indonesia”, Rabu (17/10)
diUniversitas Atma Jaya
Yogyakarta. “KY lahir untuk
melakukan pengawasan
terhadap perilaku hakim.
Pengawasan tersebut
merupakan fungsikontrol
yang merupakan ciridari
negara hukum. Jadiantara
independensihakimdan
akuntabilitas haruslah
konsisten berjalan
beriringan,”jelas Jaja.

Independensihakim
merupakan asas
internasional yang
dilindungidan
merupakan bagiandari
pemisahan kekuasaan
negara demokrasi.
Independensiitu,
lanjutnya, kekuasaannya
tidak mutlak, karena
harus diimbangi
akuntabilitas. Dalam
melakukan pengawasan,
KY selalu terbuka untuk
melakukan kerjasama
dengan seluruh elemen
masyarakat, termasuk

www.komisiyudisial.go.id

civitas akademika untuk
membantu pelaksanaan
tugasKY, seperti
pemantauan.

“Kami baru saja melakukan
MoU denganlembaga
yang bertanggungjawab
terhadap penyelenggaraan
Pemilu. KY melanjutkan
dengan membuat MoU
denganuniversitas.
Harapan kami, universitas
dapat melakukan
pemantauan peradilan
perkara Pemilu. Misalnya
dengan kegiatan Kuliah
KerjaNyata (KKN)
sehingga mahasiswa
dapat diarahkan untuk
melakukan pemantauan

persidangan terkait Pemilu.

Sebab pemantauan
persidangan merupakan
wujud pengabdian
terhadap masyarakat yang
sesungguhnya,”jelas Jaja.

Dalam sesitanyajawab,
Jajabanyakditanya
tentangfenomena

OTT terhadap oknum
hakim oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK).

Jajamenyinggung

konsep panopticonjiwa,
yaknisebuah model
pendisiplinan (istilah

awal yang digunakan M.
Foucault) yang berhasil
dilakukan oleh Jepang
dengan baik.Konsep
tersebut mencoba
membangkitkan mentalitas
yang terkontrol, terkoreksi
dengan memaksimalkan
unsur-unsur dalamsistem
budayanya, sehingga tidak
menghilangkan kreativitas
penegakan hukum.
“Oknum hakim yang kena
OTT tersebut merupakan
oknumyang tidak dapat
mengendalikan gaya
hidupnya. Padahal gaji
hakim sebenarnya sudah
tinggi. Namunjikagaya
hidup ikut tinggi, maka gaji
juga tidak akan cukup. Oleh
karenaitu, masyarakat

DESEMBER 2018

juga harus ikut menjaga
marwah hakim dengan
tidak ikut menggoda
hakim untuk melakukan
pelanggaran kode etik
seorang hakim,” tegasnya.

Jajamembericontoh
agar masyarakat

dapat menghilangkan
konsep menangkalah
dipengadilan. “Karena
masyarakat cenderung
menganggap jika

kalah, hakimnya pasti
kenapa-kenapa. Hal
tersebut ikut memberikan
tekanan bagihakimdalam
menjalankan tugasnya,”
pungkas Jaja.

Sekadar tambahan,
selain kuliahUmumjuga
dilakukan penandatangan
MoU antaraKY dengan
Universitas Atma Jaya,
Yogyakarta yang diwakili
Rektor Universitas

Atma Jaya Gregorius Sri
Nurhartanto. (Adnan/
Noer/Festy) [
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KY Dorong Hakim Pajak Penuhi
Persyaratan CHA

_PENGADILAN PAJAKETR

“Bersinergi Menuju Pengadilan Pajak

akil Ketua
Komisi
Yudisial (KY)

Maradaman Harahap
menjadinarasumber
dalam Rapat Kerja
Pengadilan Pajak Tahun
2018, Jumat (09/11),
diHotel Merlynn Park
Jakarta. Acarayang
dihadirioleh hakim pajak
dariseluruhIndonesia
inimengangkat tema
“Bersinergi Menuju
Pengadilan Pajak

yang Lebih Baik dan
Berwibawa”.

Dalam kesempatan
tersebut Maradaman

Ve EDISI
m Konmisi YuISIAL | oxroser
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yang Lebih Baik dan Berwibawa"

menjelaskan tentang tugas

danwewenangKY, salah
satunya Menjagadan
menegakkan pelaksanaan
Kode Etik dan/atau
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH). Dariratusan
laporan masyarakat
yang masuk ke KY terkait
dugaan pelanggaran
KEPPH oleh hakim,
laporan terhadap hakim
pajak sangat rendah.

“Tahun2017ada 6
laporan, danuntuk tahun
2018 ada 3 laporan. Dari
semua laporan tersebut,
belum adalaporanyang
terbukti. Sayaberharap

-
] m
1.‘-

Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman
Harahap menjadi narasumber dalam Rapat
Kerja Pengadilan Pajak Tahun 2018.

ke depannyalaporan
pelanggaran KEPPH hakim
pajak semakin berkurang,
atau paling tidak jangan
bertambah,” harap mantan
hakimagamaini.

Maradaman menenkankan
bahwa konsekuensidari
pelanggaran KEPPH
berat sekali. Belumlama
ini seorang oknum hakim
diberhentikan melalui
sidang MKH, karena
melakukan pelanggaran
menerima suap dan
bertemu para pihak. Nilai
suapnya terhitungkecil,
yakni15juta, tidak sampai
satubulan gaji.

“Kebetulan hakimnya
sudah beberapakali
melakukan pelanggaran,
bahkan pernah dikenakan
sanksinonpalu oleh MA.
Oleh karenaitu sekalipun
Bapak Ibu sudahbaik,
untuk meminimalisir
kesempatan terjadinya
pelanggaran, Bapak

lbu saya harap untuk
mempelajaridan
mempedomani KEPPH
baik saat bertugas
sebagai hakim atau saat
tidak bersidang,” ujar
Maradaman.

Maradamanjuga
menceritakan

www.komisiyudisial.go.id

O MAJALAH KOMIS| YUDISIAL/EKA



pengalamannya saat
menjadi Ketua Bidang
Rekrutmen Hakim, di
mana MA selalu meminta
ada CalonHakim Agung
(CHA) yang memiliki
keahlian dibidang pajak.

Halinikarenahingga
saatinibaruadasatu
Hakim Agungyang
memiliki keahlian khusus
dibidang pajak.KY
sesungguhnya sudah
membuka kesempatan
seluas-luasnyauntuk CHA
yang memiliki keahlian di
bidang pajak. Tapisayang
para CHA tersebut sering
terkendala dengan syarat
administratif. Dalam UU,
CHA yang berasal dari
jalur nonkarier haruslah
berpendidikan doktor
dengan mengambil
jurusan linier di bidang
hukum.

“Untuk rekrutmen CHA
terakhirini,ada 2 orang
CHA yang memiliki
keahlian khusus dibidang
pajak. Mudah-mudahan
mereka berdua dapat lolos.
JadiBapak Ibuyangingin
menjadi hakim agung, dari
sekarang dapat melakukan
persiapan. Yang belum
memiliki gelar doktor
silahkan mengambil

gelar doktornya,” tutup
Maradaman.

SebelumnyaKY telah
secararesmimeluluskan
25 calon hakimagung
(CHA) dari81peserta
seleksikualitas CHA

www.komisiyudisial.go.id

Tahun 2018.CHAyang
lulus seleksikualitas
tersebut terdiridari16
orangdarijalur karier
dan 9 orangdarijalur
nonkarier. “Penetapan
kelulusan seleksikualitas
tersebut ditetapkan
dalam Rapat Pleno Komisi
Yudisial CHA Tahun 2018,
Selasa, 9 Oktober 2018 di
Gedung Komisi Yudisial,
Jakarta Pusat,” ujar Ketua
Bidang Rekrutmen Hakim

KY Aidul Fitriciada Azhari.

Aidul lebih lanjut

menjelaskan, berdasarkan

kategorijenis kelamin,
sebanyak 22 orang calon

merupakan laki-laki, dan
hanya 3 orang perempuan
yang lolos.

Berdasarkankamar yang
dipilih, sebanyak 6 orang
CHA lulus seleksi kualitas
dikamar Pidana, 11orang
CHA lulus seleksikualitas

dikamar Perdata, 4 orang
CHA lulus seleksi kualitas
dikamar Agama, 2 orang
CHA lulus seleksi kualitas
dikamar TataUsaha
Negara khusus pajak, dan
2orang CHA lulus seleksi
kualitas dikamar Militer.

Dilihat dariprofesi CHA
yang lulus seleksi kualitas,
lanjut Aidul, sebanyak 16
orang hakimkarir, 4 orang
akademisi,dan 5 orang
berprofesilainnya.

“Selanjutnya, bagi CHA
yang lulus seleksi kualitas
berhak mengikuti Tahap
I, yaitu seleksi kesehatan

SELINTAS

Khusus materiyang
diujikan pada seleksi
kepribadian meliputi:
asesmen kompetensi
dan kepribadian, rekam
jejak, dan masukan dari
masyarakat.

“KY juga meminta agar
peserta seleksidiminta
mengabaikan pihak-pihak
yang menjanjikan dapat
membantu keberhasilan/
kelulusan dalam proses
seleksi,” tegas Aidul.

Sekadar informasi, seleksi
CHAiniuntuk mengisi
8oranghakimagung
denganrincian:lorang

e Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY)
3 Maradaman Harahap menrima
penghargaan seusai menjadinarasumber.

dan kepribadian. Dalam
rangka penelusuran
rekam jejak, KY bekerja
sama dengan KPK terkait
Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN) dan aliran dana
yang tidak wajar dari
CHA,”tambah Aidul.

OKTOBER
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untuk kamar Pidana,
Toranguntuk kamar
Agama, 2 orang untuk
kamar Militer, 3 orang
untuk kamar Perdata, dan
Toranguntuk kamar Tata
Usaha Negarakhusus
pajak. (Noer/Festy/Jaya)
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HIPEREMESIS
GRAVIDARUM

..............................................................................................................

Hiperemesis Gravidarum berasal dari gabungan kata hyper,
emesis, dan gravid. Hyper berarti berlebihan, emesis berarti
muntah, sedangkan gravid adalah hamil. Jadi, hiperemesis
gravidarum adalah keadaan mual dan muntah yang
berlebihan saat hamil.

Komist YunisiAL o?gTS ® ‘komisiyudisial.go.id
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llustrasi kasus hiperemesis gravidarum

ada saat seorang
wanita sedang
hamil, terutama

pada trimester awal
kehamilan, seringkali
mengalamimual dan
muntah yang sangat
menganggu . Keadaanini
sering disebut dengan
morning sickness.

Pada morning sickness,
gejalamualdan muntah
biasanyaberlangsung
pada minggu ke 6-12

masa kehamilandan
seringkali dialamidipagi
hari (karenanya disebut
morning sickness). Sekitar
80% wanita hamil akan
mengalami halini.

Apabila gejalamualdan
muntah berlangsung lebih
lama, lebih parah, bahkan
adayangmengalaminya
selamamasa kehamilan,

www.komisiyudisial.go.id

maka keadaan tersebut
dinamakan Hiperemesis
Gravidarum. Mual atau
muntah yangdirasakan
dapat berlangsunglebih
dari14 minggu bahkan
hingga bayi lahir.

Gejalanya pundapat
muncul sepanjang hari
(tidak hanya di pagihari
saja). Adayang pernah
mengalamimual dan
muntah sebanyak 50 kali
dalam sehari.

Keadaan hyperemesis
gravidarum tidak
dapatkita sepelekan

dan abaikan, karena

bisa berpengaruh
padakesehatanibu
danjuga mengganggu
perkembanganjanin
dalam perutibu,
sehingga terkadang perlu

perawatan dirumah sakit.

Penyebab
Hiperemesis
Gravidarum

Kejadian hyperemesis
gravidarum ditemukan
pada sekitar 1-3% dari
populasiibuhamil. Hingga
saatini, paraahlibelum
dapat mengetahuidengan
pasti penyebab dari
timbulnya hiperemesisini.

Namun dari penelitian
ditemukan bahwa
etiologinya merupakan
etiologi yang multifaktor.

Sementara beberapa
teoripatofisiologi

telah diajukan untuk
menjelaskan mekanisme
terjadinya hiperemesis
gravidarum. Faktor
endokrin, biokimiawi,
infeksi, dan psikologis
dipercaya menjadi

hiperemesis
gravidarum.
EDISI
ey JTOBER Konisi YupisiAL
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beberapa faktor yang
memiliki kaitan dengan
mual dan muntah pada
kehamilan.

Faktor endokrin

(hormon) yang paling
sering dikaitkan dengan
keadaaniniadalah adanya
perubahan Hormon

HCG (Human Chorionic
Gonadotropin) padaibu
hamil dan peningkatan
hormon estrogen.

Ada beberapa faktor
resiko yang diduga
meningkatkan terjadinya
hyperemesis gravidarum,
antara lain:

Hipertiroidisme
(peningkatan hormon
tiroid)

Diabetes

Penyakit
Gastrointestinal
(pencernaan)

Diet ketat

Asma dan penyakit
alergilainnya.

Pernah mengalami
hiperemesis
gravidarum
dikehamilan
sebelumnya.

Memiliki keluarga
dekat (misalnyaibu,
kakak, atau adik) yang
pernah menderita
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Menderitamola
hidatidosa (hamil
angagur).

Pada beberapa studi,
perempuan dengan
kehamilan pertama
(terutama pada usia
dibawah 24 tahun),
perempuan dengan
riwayatintoleransi
terhadap kontrasepsi
oral, perempuan

yang mengandung
janin perempuan, dan
perempuan dengan
kehamilan multipel
lebih rentan mengalami
hiperemesis gravidarum.

Sementara studilainnya
juga membahas faktor
etnis, pendidikan, keadaan
sosioekonomi, serta

stres psikologis dan
hubungannyadengan
kejadian hiperemesis
gravidarum walaupun
hasil studiberbeda-beda.

CaraMendiagnosis
Hiperemesis
Gravidarum

Terdapat trias untuk
mendiagnosis
hiperemesis gravidarum
yakni:

1. Jikamualdan muntah
pada kehamilan
menyebabkan
kehilangan berat
badan lebihdari5%
dariberatbadan
sebelumhamil,

2. Dehidrasi,dan

EDISI
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3. Ketidakseimbangan
elektrolit.

Selainitudapatjuga
terjadi kondisi ketonuria
dan ketidakseimbangan
asam-basa. Oleh
karenanya, terkadang
perlu pemeriksaan lebih
detail, sepertiperiksa
darah, urin, elektrolit, atau
USG untuk memastikan
pasien benar-benar
menderita hyperemesis
gravidarum dan bukan
kondisilain dengan gejala
yang sama, misalnya
gangguan lambung, hati,
atau usus buntu,dan
lain-lain.

Gejala

Tandadangejalayang
dapat muncul antaralain:

Mual muntah yang
parah

BB turun5%
Urinberkurang
Dehidrasi

Sakit kepala
Pusing
Rasamaupingsan
Kuning

Rasalelah yang
ekstrem

Tekanandarah
menurun dan denyut
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jantung meningkat

Elastisitas kulit
berkurang

Kecemasan / depresi

Terdapat tiga derajat
keparahan berdasarkan
kondisi hiperemesis
gravidarium, seperti:

Tahap 1: Muntah
terus-menerus hingga
3-4kalidalam sehari,
dantidak dapat
makan atau minum
selama 24 jam. Hal
inimenyebabkan
kondisi tubuh menjadi
lemah. Kemudian
nafsumakanhilang,
sehingga berat badan
bisa turun sekitar
2-3kgdalam1-2
minggu. Pada bagian
ulu hati, terasanyeri
dandenyut nadiyang
meningkat hingga
100 kali per menit.
Terakhir, pada tahap
ini tekanan darah
sistolik menurun dan
bola matamenjadi
cekung.

Tahap 2: Kondisiibu
hamil tampak lebih
lemah. Ditunjukkan
dengandenyut nadi
yang melemahdan
cepat100-140 kali/
menit, hingga terjadi
demamdanbolamata
yang menguning.
Selainitu, berat
badan ibu hamil akan
semakin turundan

mata mulai terlihat
cekung, disusul
dengan tekanan
darahyangturun,
darah mengental, urin
berkurang, dan sulit
buangair besar. Ketika
bernapas, biasanya
akan mulai mencium
sepertibauaseton.
Lidah mengering

dan nampak kotor.
Tekanan darah sistolik
<80 mmHg.

Tahap 3:Pada tahap
terakhir ini, keadaan
umum ibu hamil sudah
parah. Kesadaran
bisamenurun

hingga mengalami
koma, denyut nadi
melemah, demam,
dan tekanandarah
semakin menurun.
Muntah berkurang
atau berhenti tetapi
terdapat icterus (bola
mata menguning).
Padajaninjugadapat
mulai terjadikelainan
otak sertagangguan
hati.

Komplikasi

Bila hiperemesis
gravidarum tidak
ditanganidengan tepat,
maka dapat menimbulkan
komplikasiyang serius.
Walaupunijarang
terjadi, komplikasi
yang bisa terjadi
antaralain dehidrasi
hingga perdarahan
pada kerongkongan
dikarenakan muntah

www.komisiyudisial.go.id



berkepanjangan,
dehidrasiberat sampai
syok, penyakit hati,
kebutaan (Wernicke
encephalopathy), kurang
gizibagiibudanjanin,
berat lahir bayiyang
rendah, bahkan dapat
menyebabkan kejang,
koma, kematianibudan
janin.

Pengobatan
Hiperemesis
Gravidarum

Jikamerasakan gejala
hyperemesis gravidarum
yang berkepanjangan,
sebaiknya segera
mencaripertolongan.
Karena penanganan lebih
dini dapat mencegah
komplikasi buruk yang
mungkin terjadi.

Tujuan pengobatan/
penanganan adalah
mencegah komplikasi
danmengembalikan
kekurangan nutrisi
padaibudanjaninagar
keduanya tetap dalam
keadaan sehat.

Jika gejala hiperemesis
gravidarum belum terlalu
parah, kemungkinan
dokter akan meresepkan
obat-obatan berikut ini
untuk Andakonsumsidi
rumah:

Vitamin B6 dan B12.

Obat antiemetik atau
antimual

www.komisiyudisial.go.id

Obat-obat Steroid
Obat maag (antacida)
Antihistamin

Untuk kasus yang lebih
parah, biasanya perlu
perawatanrawatinap di
rumah sakit. Pemberian
obat-obatandiberikan
lewat suntikan di
pembuluh darah vena.

Obat yangdiberikan pada
umumnya adalah obat anti
muntah dan obat untuk
menurunkan produksi
asam lambung. Juga
dilakukan pemasangan
infus untuk mengganti
cairan tubuh yanghilang
(rehidrasi), pemberian
elektrolit, vitamin, dan
nutrisi.

Terkadang dilakukan
pemasangan sonde

llustrasi minum vitamin mencegah gejala hiperemesis gravidarum

lambung untuk sarana
masuknya nutrisi ke dalam
lambung. Jenis makanan
diberikan secara bertahap,
mulai darimakanan cair,
lunak, hingga makanan
padat sepertibiasa.

Adabeberapahal yang
dapat dilakukan untuk
meringankan gejala
hiperemesis gravidarum:

1. Hindariaroma,
makanan, atau
keadaan-keadaan
yang dapat
menimbulkanrasa
mual dan muntah
(misalnya suara
bising, cahaya silau,
danlain-lain)

2. Mengkonsumsi
makanan tinggi
karbohidrat dan
protein, tetapirendah
lemak. Karena lebih
mudah dicerna.

—_—
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3. Minumairjahejuga
dapat mengurangi
rasamual.

4. Hindarimakanan
berminyak/gorengan
,pedas, serta banyak
menggunakan bumbu.

5. Makandalam porsi
kecil tetapi sering.

6. Makankudapankering
(misalnya biskuit)
secaraberkala.

7. Menggunakan
pakaian yangnyaman
(longgar).

8. Selalukonsumsi
multivitamin,
terutama vitamin
Bé6 yang dapat
mengurangirasa
mual.

9. Banyakberistirahat
dankurangi gerak.

EDISI Vi
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10. Janganlangsung tidur
setelah makan. Beri
jeda waktu setidaknya
2jam setelah makan
jika Andaingin
tidur atau sekadar
berbaring

Berikut contoh
panduan menu
makanan untuk
hyperemesis
gravidarum:

Untuk sarapan, bisa
dengan beberapa keping
biskuit (biskuit asin /
rendah lemak) dan teh
hangat. Jikamasih lapar,
bisa menambahkan

roti tawar, muffinkeju,
bagelen, kentang tumbuk,
atau sup kaldu ayam
dengan sayuran.

Bisajugamakanan
tersebut dikonsumsi di
waktu makan siang atau
malam saat merasa mual.

Contoh makanan yang
harus dihindariantara
lain gorengan, krim keju,
mentega/margarin,
mayones, keripik
kentang/jagung, sosis/
dagingolahanlainnya,
kacang-kacangan, sus
coklat, eskrim.

Contoh makananyang
tinggikaloridan protein,
tapirendah lemak antara
lainayam panggang

EDISI
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llustrasi pencegahan hiperemesis gravidarum

rendah lemak, sup, yogurt,  Beberapajam setelah

makanan yang dingin,

dan lain-lain. muntah, mungkin anda sepertisalad buah, salad
sudah bisa makan sedikit sayur, atau sandwich.

Yangharus dilakukan _demisedikit-Pilihla

saat muntah

Setelah mdntah,
yahindariuntuk
makan atau minum
dpapun sampai Anda
merasa baikan. Setelah
Anda sudah mampu
mengontrol muntah Anda,
Anda bisa minum air

putih sedikit demi sedikit
terlebih dulu,

Setelah muntah,
sebaiknya hindari untuk
makan atau minum apapun
sampai Anda merasa baikan.
Setelah Anda sudah mampu
mengontrol muntah Anda,
Andabisa minum air putih
sedikit demi sedikit terlebih
dulu

finum air putih secara
bertahap, mulaidari
1-2 sendok setiap 10
menit, dan kemudian
ditingkatkan jumlahnya
setiap 10 menit berikutnya.

www.komisiyudisial.go.id
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Eva Dewi

“Arkaga
mungkin dikalahin
bu.Gadayangbisa
ngalahin dia. Apalagi
abang.” Kata-kataitu
meluncur dari mulutnya.
Pundaknya lesu. Tak percaya
diri. Tak berdaya.

“Masasih?” ucap sangibu.

“Kayaknya ga adadeh yang ga bisa. Asalllllll....
asal berusaha”. Tambah ibu mudaitu. Malam
merayap...Perlahan, dipeluknya sang anak. la

'_’ bercerita..
L]

Nak, hidupitu..eh... pinternya orang atau bisanya
orangitu mirip orang mendakigunung. Sangibu
'_ memilah kata dan perumpamaan yang tepat. Yang pas
dicernaanak lelakinya yang belum genap 8 tahun.

’ Anak bujangnya yang berfikir bahwa teman sekelasnya yang
@ <% juarasatuyangseringmembulinya tak dapat dikalahkan.
. ®

. Sebutlah Arka, temen abangitu sekarang ada dipuncak gunung. Eh...

- Bukan di gunungdia. Kalau masih SD mah masih bukit ya. Yup anggap lah
@ ’diasekarangdiatasbukitdanabangmasihdikakibukitnya.Cobagimanacaranyabiar

abang bisa ke atas bukit? Tanya sang ibu. Masih tetap memeluk anak lelakinya itu.“Ya naik
dongbu,” jawab anaknya datar. Nahitu tau.

Kalau naik ketempat yaang lebih tinggi dari kita kan perlu tenaga tuh. Naik tangga aja perlu tenaga kan? Perlu
usaha. Naik bukit juga. Usahaitu namanya LATIHAN. Namanya BELAJAR. Namanya SABAR. Namanya DOA.

L. . . EDISI T
(® www.komisiyudisial.go.id oesyroBeR | Komist YupisiaL o |



RELUNG

Kalau kitanih pengen

naik gunung, harus jalan
jauh. Jangan gampang
nyerah.Barujalan dikit
udah capek. Udah bete.
Udah pengen istirahat.
Kalau cepet capek, banyak
istirahanya, makin lama
kan sampai ke gunungnya?

Sekarang Arka udah di
atas bukit, abang bisa
lho nyusul. Caranya
abangharus serius,
bersungguh-sungguh
naik gunungnya. Liat
medannya. Medanitu
kondisi tanahnya, ada
batu-batuannyakah? Ada
lubangnyakah? Ato ada
jurangnyakah?

Kalau lagi naik gunung
terus jatuh, nangis

boleh. Yangga bolehitu
nangisnya kelamaan. Kita
jatuhitungasih taukalau
tanah ato medan yangkita
injek lemah. Atau carakita
mendaki salah. Dari situ
kita bisa belajar gimana
mendakiyang bener kalau
ketemu tanah atomedan
kayak begitulagi. Jadiga
jatoh lagideh kalaunemu
tanah yang sama.

Sekarangkalau Arka udah
diatas bukit,abang masih
dibawah, dengan abang
yang terus meendaki,
hati-hati, jagakondisi
badan, pastiabangjugaa
bisa sampe puncak bukit.

“Tapigabisanyusulkan?”
jawabanak bertubuh kurus
itumenatap ibunya.

EDISI
Konmisi YupisiAL
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“Ya...kalau Arkajuga
latihannya bagus. Arka
bakal tetap didepan abang.
Dia mungkin naik gunung.”
Kataibunya.

Bedasoal kalau arkaatau
abangatau siapapun
ituyang sudah ada
dipuncak bukit terus
males-malesan. Ga latihan
naik gununglagi. Yabadan
kanbakal kaku tuh. Terus
bakal susahlagibuat
diajak naik gunung yang
lebih tinggi.

Gunungitubanyak nak.
Kamu bisa pilihmau
mendakigunungyang
mana. Kalau maunya
mendakigunung teringgi
diJawa Barat, kamu
mendaki Gunung Ciremai.
Tapigunung Ciremai itu
paling tingginya Cuma se
Jawa Barat lho.

Lebih tinggidari Gunung
Ciremaiada Gunung
Merbabu. TapiMerbabuitu
kalaugasalah urutanke15
didaftar gunungtertinggi
dilndonesia.

Mau yang paling tinggi
dilndonesia? Mau harus
mendakiPuncak Jaya.
Kalau bule bilangnya
Cartenzs Pyramid. Disana
dinginkarenaada saljunya
lho.

Artinya kamu bisa milih
ingin apa. Semakin tinggi
yang kamumau, artinya
medannya semakin
banyak rintangan.

Semakin tinggi, angin
makin kencang. Artinya
juga semakin banyak

cara. Semakin banyak
usaha yang harus keluar.
Semakin banyakilmuyang
harus dipakai. Semakin
hati-hati. Semakin banyak
berdoa.

Sekarangabang sekolah
juga sama kalau mau
juara, mau pinter Harus
banyak latihan. Banyak
mendengar buguru
disekolah. Dengerinorang
tua kalau dirumah. Jangan
gampang capek kalau
belajar. Sama kayak naik
gunung.

Naik gunungkan bawa
ransel berat. Jalannya
nanjak. Kalau baru
5langkah berhenti
kapan sampai puncak
gunungnya? Keburu
ketemu harimau deh.

Kalaukita belajar, ngerjain
soalataungerjainapagitu
tapigataujawabannya
terus berhenti malah maen
game. Bisagasoalnya
tiba-tiba kejawab sama
game? Gabisakan? Harus
berusaaha carijawabnya.
Usahanyadengannanya
yang lebih paham. Bisa
nanyaguru,ataubaca
buku, baru deh bisajawab.

Sama halnyakalau kita
naik gunung, eh ada batu,
kitajatuh.Kalau kita
nangis terus duduk-duduk
aja. Gimana mau sampai
puncaknya?

—

“Inget kataibu? Kalau
jatuh, sakit boleh nangis.
Lukanya diobatin. Cari
tau apa yang bikinjatuh.
Liat sekitar, carijalan lain.
Kumpulin tenaga. Terus
lanjutin mendakinya.
Walau agak telat sampe
puncak karenajatuh.
Tapikan sampai.”

“Yang paling penting dari
semuanyaadalah???
Apa?”tanyasang
ibu.“Yang paling penting
adalah usahanya.
Belajarnya. Doanya.”

“Jangan lupa semuanya
harus asik. Harus seru.
Abangtaukanseru
ituapa? Seruitukita
nikmatin semuanya.
Jangan banyak ngeluh.
Kalau capekistirahat
secukupnya. Jangan ada
terpaksa. Harus senang
ngelakuinnya. Kalau kita
seneng meskijatuh bisa
cepetbangunlagi. Bisa
semangatlagi.”

Ohiya...yangharus
selaludiingetjuganih....
“lbusayangabang”.
Ujar sangibu sambil
mengencangkan
pelukannya.

Dalam lelap sang anak,
ibuberbisik “Teruslah
MendakiNak. Setapak
demisetapak. Nikmati
keindahanalamnya.
Nikmatiprosesnya.
Syukuri. Maka kau akan
nikmati kehidupanmu.”
(Dariberbagaisumber)
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